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ABSTRAK

Muhamad Reza, 2017: Pengaruh Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan,
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan serta Fasilitas sunset policy terhadap
Kemauan membayar pajak.

Pembimbing : (1) Indra Pahala, SE, M.Si; (I1) Tresno Ekajaya, SE, M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Pengaruh Persepsi atas efektivitas sistem
perpajakan, Pengetahuan tentang peraturan perpajakan serta Fasilitas sunset policy
terhadap Kemauan membayar pajak.Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang
pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bogor.Sampel dalam penelitian ini ditentukan
berdasarkan metode incidental sampling, data di kumpulkan dengan pembagian
kuesioner.Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda.
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Persepsi atas efektivitas sistem
perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak,
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kemauan membayar pajak, serta Fasilitas sunset policy berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak. Variabel yang paling dominan
mempengaruhi Kemauan membayar pajak adalah Fasilitas sunset policy karena
memiliki nilai standard coeficient beta 0,353

Kata Kunci :Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan, peraturan perpajakan,
sunset policy, kemauan membayar pajak



ABSTRACT

Muhamad Reza, 2017: The Influence Perceptions Of Taxation System Effectiveness,
Knowledge Of Taxation Regulation, And Sunset Policy Againts Willingness To Pay
Taxes

Advisors : (1) Indra Pahala, SE, M.Si; (1) Tresno Ekajaya, SE, M.Ak

This study is aimed to analyze the effect of Perceptions of axation system
effecctiveness, Knowledge of taxation regulation, and Sunset policy againts
Willingness to pay. The study population was individual taxpayers registered at KPP
Pratama Bogor. The sample in this study is detemined by incidental sampling
method, the data used is collected by ditributing questionnaires. The method of
analysis used in this study was multiple linear regression. Based on the result of the
analysis show that Perceptions of taxation system effectiveness has a positive and
significant impact on willingness to pay taxes, Knowledge of taxation regulation has
a positive and significant impact on willingness to pay taxes, and Sunset policy has a
positive and significant impact on willingness to pay taxes. The most dominant
variable affecting Willingness to pay taxes from individual taxpayers was Sunset
policy because it has a standard beta coeficient of 0.353

Keywords: Perceptions Of Taxation System Effectiveness, Knowledge, Taxation Regulation,
Sunset Policy, Willingness To Pay Taxes
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional
yang terbesar berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari
seluruh total penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam
sebuah negara, tanpa pajak keberlangsungan hidup suatu negara tidak akan bisa
berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya untuk pendidikan, biaya
untuk kesehatan, subsidi atas bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai
negri maupun pembangunan fasilitas dan prasarana publik semua dibiayai dari pajak
(www.pajak.go.id).Karena itu, pajak dapat diumpamakan sebagai ujung tombak
pembangunan sebuah negara.Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari
kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan
bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan

pembangunan nasional.

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup
signifikan, hal ini berimbas pula pada peningkatan yang cukup besar terhadap
penerimaan Negara secara keseluruhan. Dari tabel realisasi penerimaan Negara yang
penulis dapatkan, dapat dilihat bahwa penerimaan perpajakan dari tahun 2009 sampai

dengan tahun 2014 merupakan aktor utama dari kenaikan penerimaan dalam negeri di



Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1.Peranan penerimaan pajak sangatlah
penting bagi Negara dan diharapkan dapat terus ditingkatkan setiap
tahunnya.Harapan yang besar pada pajak sebagai sumber penerimaan utama
sangatlah wajar, apalagi jika melihat sumber daya alam yang sekarang, khususnya
minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam ini juga
mempunyai umur yang relatif terbatas, yang pada suatu saat nanti akan habis dan
tidak bisa diperbaharui. Hal ini tentunya tidak berlaku bagi pajak, sumber penerimaan
dari pajak berumur tidak terbatas, apalagi ditambah dengan pertumbuhan penduduk
yang meningkat setiap tahunnya (Widayati dan Nurlis, 2010). Penerimaan pajak
diharapkan akan terus meningkat setiap tahunnya guna membiayai pembangunan,
olen karena itu Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang merupakan instansi
pemerintahan di bawahDepartemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola
sistem perpajakan dilndonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan
melakukan berbagai reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat
mengalami penyederhanaan yang nantinya diharapkan akan meningkatkan
penerimaan pajak Negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008.



Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2009-2014

29012
Sumber Penerimaan 2009Y | 2010" | 2011" 20132 | 2014
1)
Penerimaan Dalam 992 1 205 1 332 1 497 1 661
I 847 096
Negeri 249 346 323 521 148
723 873 980 1 148 1 310
Penerimaan Perpajakan 619 922
307 874 518 365 219
694 819 930 1 099 1 256
Pajak Dalam Negeri 601 252
392 752 862 944 304
357 431 465
Pajak Penghasilan 317 615 538 760 591621
045 122 070
Pajak Pertambahan 230 277 337
193 067 423 708 518 879
Nilai 605 800 584

Pajak Bumi dan
24270 28 581 29 893 28 969 27 344 25541
Bangunan

Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan 6465 8026 -1 0 0 0

Bangunan

Cukai 56 719 66 166 77010 95028 104730 114284

Pajak Lainnya 3116 3969 3928 4211 5402 5980
Pajak Perdagangan

18670 28915 54122 49 656 48 421 53915
Internasional

Bea Masuk 18 105 20017 25266 28418 30812 33937

Pajak Ekspor 565 8898 28 856 21238 17 609 19978



Penerimaan Bukan Pajak 227 174

Penerimaan Sumber Daya

138959
Alam
Bagian laba BUMN 26 050
Penerimaan Bukan Pajak
53796
Lainnya
Pendapatan Badan Layanan
8369
Umum
1. Hibah 1667
Jumlah 848 763

268

942

168

825

30097

59429

10591

3023

995

272

331

472

213

823

28184

69 361

20104

5254

1 210

600

Sumber: www.bps.go.id (dari data yang telah diolah oleh peneliti)

351

805

225

844

30798

73 459

21704

5787

1 338

110

349 156

203730

36 456

85471

23499

4484

1 502

005

350930

198 088

37 000

91083

24759

1360

1 662

509

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata

Cara Perpajakan”, menyebutkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau

badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat

dari kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya.Kemauan wajib pajak untuk

membayar pajaknya menjadi unsur terpenting dalam peningkatan penerimaan Negara

dari sektor pajak.



Upaya peningkatan penerimaan pajak yang dilakukan pemerintah bukanlah
hal yang mudah, dibutuhkan peranan aktif dari para pelayan pajak, juga dituntut
adanya kesaradan dan kemauan dari wajib pajak untuk membayar dan memenuhi
kewajiban pajaknya, terlebih Indonesia saat ini menganut sistem self assessment
dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan
melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri.Kemauan wajib pajak dalam membayar
kewajiban perpajakannya merupakan hal terpenting dalam upaya pemerintah
menaikan angka penerimaan pajak. Namun hal ini tidak akan pernah mudah karena
pada hakikatnya tidak ada masyarakat yang suka untuk membayar pajak.

Beberapa masalah yang ada seperti kurangnya persepsi yang baik atas
efektifitas sistem perpajakan dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan
perpajakan, serta kurangnya sosialisasi dari program sunset policy yang
mengakibatkan kurangnya wajib pajak yang memanfaatkan program sunset policy
memiliki kemungkinan untuk diperbaiki sehingga diharapkan akan mempengaruhi
para wajib pajak untuk lebih mau dalam membayar pajak.

Masalah pertama yang mungkin mempengaruhi kurangnya tingkat kemauan
wajib pajak dalam membayar pajak adalah kurangnya persepsi yang baik oleh wajib
pajak atas efektivitas sistem perpajakan. Kemauan membayar pajak para wajib pajak
di Indonesia masih rendah sampai sekarang dikarenakan wajib pajak masih
menganggap bahwa proses pembayaran pajak mulai dari proses pelaporan sampai
pembayaran, dirasa masih dirasa terlalu menyulitkan bagi mereka (Kompasiana.com).

Itulah sebabnya DJP membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat



memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya
yaitu adanya e-filling, e-SPT, e-NPWP, drop box dan e-banking.Wajib pajak
mempunyai persepsi sendiri tentang sistem-sistem yang dimiliki oleh DJP. Sebelum
adanya pembaharuan pada sistem pengisian SPT dan pembayaran pajak online, wajib
pajak harus datang ke KPP untuk melakukan semua proses pembayaran pajaknya.
Dengan adanya e-filling, e-SPT, e-NPWP, drop box dan ebanking, persepsi wajib
pajak atas sistem perpajakan dapat meningkat karena semua sistem tersebut membuat
wajib pajak dapat melakukan semua proses pajaktepat waktu dan dapat dilakukan di
mana saja sehingga wajib pajak diharapkan lebih mau memenuhi kewajiban

perpajakannya.

Masalah selanjutnya yang timbul yang menyebabkan rendahnya kemauan
wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan tentang peraturan perpajakan
yang masih rendah. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur
dalam undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan
untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak.Dengan demikian, diharapkan agar
peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak.Karena dalam undang-undang
perpajakan dapat dilihat bahwa pajak telah diatur dengan sangat jelas mengenai
tatacara dan berbagai peraturan yang mengikat serta sanksi yang menyertainya. Akan
tetapi, masyarakat saat ini banyak yang belum pernah ke kantor pajak, apalagi
memahami secara persis peraturan tentang pajak yang ada. Mereka hanya tahu

membayar pajak adalah hal yang harus mereka penuhi, yang jika tidak dipenuhi



akandikenakan sanksi, kewajiban yang dipenuhi secara formalitas, belum benar
secara material. (kompasiana.com). Hal ini dapat dimaklumi karena peraturan tentang
perpajakan ini masih sangat minim tingkat sosialisasinya.Hanya segelintir kalangan
masyarakat saja yang tahu dan paham tentang peraturan perpajakan karena kurangnya

sosialisasi yang dilakukan.

Masalah ketiga yang munyebabkan kurangnya kemauan wajib pajak dalam
membayar pajak adalah kurangnya sosialisasi yang mengakibatkan minimnya angka
wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas sunset policy. Program Sunset Policy
kembali dilakukan oleh pemerintah dengan dasar peraturan menteri keuangan nomor
91/PMK.03/2015 yang ditandatangani pada april 2015 lalu, dimana program ini
memberikan kelonggaran kepada wajib pajak berupa penghapusan sanksi
administrasi pajak. Kelonggaran ini selanjutnya akan diikuti dengan penerapan sanksi
perpajakan. Wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar
sebelummasa pelaksanaan program Sunset Policy diharuskan untuk memanfaatkan
program tersebut guna menghindari sanksi perpajakan, mengingat UU Nomor
28Tahun 2007 Pasal 35A memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal
Pajakuntuk mengakses data dan informasi berkaitan dengan perpajakan. Program
sunset policy yang dilakukan untuk kedua kalinya ini diharapkan akan meningkatkan
pendapatan penerimaan Negara dari sektor perpajakan. Program sunset policy ini
merupakan replikasi dari program dengan nama yang sama yang dilakukan oleh

pemerintah pada tahun 2008 silam, dimana program sunset policy pada tahun itu telah



dinilai sukses dalam meningkatkan kemauan membayar pajak para masyarakat yang
dibuktikan dengan kenaikan pendapatan Negara dari sektor perpajakan sebesar 6%
dari target yang ditetapkan pemerintah (kompas.com). Diberlakukannya sunset policy
jilid 11 ini diharapkan akan mengulang kesuksesan pada program yang sama yang
dilakukan 7 tahun silam guna memenuhi target penerimaan pajak tahun 2015 sebesar
Rp. 1.296 Triliun. Akan tetapi, pemerintah Kiranya kurang dalam hal sosialisasi
tentang adanya program ini, masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui
bahwa program sunset policy yang dulu sempat diberlakukan pada tahun 2008 ini
kembali muncul. Kurangnya sosialisasi yang terjadi dikhawatirkan akan membuat

program ini tidak berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa SunsetPolicy memiliki
dua substansi utama, yaitu penghapusan sanksi administrasidalam masa berlakunya
program dan penegasan sanksi-sanksi perpajakan setelahberakhirnya masa
program.Kedua substansi tersebut diharapkan dapat mendorong kemauan membayar

pajak (Tatiana dan Priyo, 2009).

Faktor-faktor tersebut sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu,
dan terdapat persamaan dan perbedaan hasil penelitian.Hasil penelitian yang
dilakukan oleh Tatiana dan Priyo (2009) menunjukkan bahwa kebijakan sunset policy
memberikan pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak dari wajib
pajak.pengaruh positif terhadap Kebijakan sunset policy direspon secara positif oleh

wajib pajak, yaitu dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak.



Penelitian yang dilakukan olen Handayani, dkk (2012) menunjukan
bahwakesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan
perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat
kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara simultan berpengaruh
terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan
pekerjaan bebas, akan tetapi hasil berbeda didapat dengan menguji masing-masing
variabel secara parsial dimana kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas
efektifitas sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan
dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang
pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, hanya pengetahuan dan pemahaman
tentang peraturan perpajakan sajalah yang secara parsial berpengaruh terhadap
kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan

bebas.

Berdasarkan kondisi di atas maka dilakukan penelitian yang mengkaji tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak pada wajib pajak
orang pribadi. Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian terdahulu
dengan memasukan beberapa variabel yang penulis anggap dapat mempengaruhi
hasil dari penelitian yang penulis lakukan dengan melihat kondisi perpajakan
Indonesia saat ini yaitu variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan,
pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta pemanfaatan fasilitas sunset policy

yang penulis anggap memiliki pengaruh kepada tingkat kemauan membayar pajak.
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Penelitian ini dikembangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “PENGARUH
PERSEPSI YANG BAIK ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN,
PENGETAHUAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, SERTA SUNSET
POLICY TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi pada Wajib Pajak

Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Bogor)”.

B. Identifikasi Masalah

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal penting dalam
upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara dari pajak. Berdasarkan
hal ini, perlu dilakukan penelitian mengenai factor -faktor apa saja yang dapat
mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dengan pokok

permasalahan sebagai berikut:

1. Penopang pendapatan nasional yang terbesar berasal dari penerimaan pajak
yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh total penerimaan negara.

2. Sumber pendapatan Negara yang berasal dari sektor selain pajak sudah tidak
dapat diandalkan lagi

3. Sumber pendapatan Negara yang berasal dari sumber daya alam akan habis
pada masanya, sementara Pajak akan berkembang setiap tahunnya.

4. Kemauan membayar pajak dari masyarakat masih rendah

5. Masyarakat menganggap proses pembayaran pajak sebagai suatu proses yang

menyulitkan dan berbelit-belit.
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6. Masyarakat masih membayar pajak karena terpaksa tanpa tahu terlebih dahulu
mengenai peraturan perpajakan yang ada.
7. Program Sunset Policy masih kurang disosialisasikan oleh pemerintah.
C. Pembatasan Masalah
Dari identifikasi masalah di atas, dapat diperoleh gambaran dimensi
permasalahan yang begitu luas.Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan
kemampuan dari penulis, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah
secara jelas dan terfokus. Selanjutnya masalah yang akan menjadi obyek penelitian

dibatasi dengan menggunakan proksi atau indikator dari setiap variabel terkait.

Pembatasan Masalah ini dibuat guna menetapkan batasan-batasan sehingga
permasalahan dapat dikaji secara fokus. Pada penelitian ini penulis berfokuskan pada
variabel- variabel yang penulis pilih seperti persepsi atas efektivitas sistem
perpajakan, pengetahuan akan peraturan perpajakan, serta pemanfaatan fasilitas
sunset policy yang selanjutnya dibatasi dengan indicator-indikator tertentu yang

selanjutnya akan dikelompokan untuk penyusunan kuesioner penelitian.
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D. Perumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diungkapkan diatas, maka

perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh

terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak?

2. Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap

kemauan wajib pajak dalam membayar pajak?

3. Apakah program sunset policy berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak

dalam membayar pajak?

E. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan akan memberi manfaat

sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat jenderal Pajak
Diharapkan peneilitian yang dilakukan penulis ini dapat memberikan
gambaran mengenai variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam
upayanya untuk meningkatkan kemauan membayar pajak wajib pajak orang
orang pribadi (WPOP) dalam membayar pajak guna meningkatkan

penerimaan Negara terutama dari sektor pajak.
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2. Bagi pihak akademisi
Diharapkan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat memberikan
bukti yang empiris dan memberikan sedikit sumbangan dalam pengembangan
dan pertumbuhan teori akuntansi terutama dalam bidang perpajakan.Bagi
peneliti-peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi
penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan

membayar pajak dari wajib pajak orang pribadi.



BAB |1
KAJIAN TEORETIK

A. DESKRIPSI KONSEPTUAL

1. Teori Atribusi (Attribution Theory)
Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu

pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri.
Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor
yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori Atribusi memandang individu sebagai
psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai
peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang
menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa untuk melakukan apa. Respon
yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang
peristiwa itu (Violita, 2015).

Menurut Robbins (2009) teori atribusi yaitu apabila individu-individu
mengamati perilaku, mereka mencoba menentukan apakah itu disebabkan faktor
internal atau faktor eksternal. Sehingga dapat dikatakan apabila individu mengamati
perilaku seseorang disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu :

a. Faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah

kendali pribadi individu tersebut.
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b. Faktor eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar yaitu
orang itu dilihat sebagai terpaksa berperilaku demikian oleh
situasi.

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (2009), tergantung pada
tiga faktor, yaitu pertama faktor kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan
perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku
seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak
sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut.
Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi
internal. Faktor kedua yaitu consensus, yang artinya jika semua orang mempunyai
kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama.
Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal.Sebaliknya jika
konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah
konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon
sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan
menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Alasan dipilihnya teori atribusi dalam penelitian ini adalah karena kemauan
wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam
membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.Persepsi seseorang untuk membuat
penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun
eksternal dari orang tersebut.Jadi teori atribusi dianggap sangat relevan untuk

menerangkan maksud tersebut.
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2. Kemauan Membayar Pajak

Menurut Murdoko (2006),kemauan merupakan dasar untuk mempelajari
beberapa hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan lainnya, yang juga
merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk mengerjakan suatu hal
dalam kehidupan nyata. Kemauan juga menimbulkan tenaga penggerak yang berasal
dari dalam diri.Adapun menurut Abu Ahmadi (2003) kemauan adalah suatu fungsi
hidup kejiwaan manusia, dapat diartikan sebagai aktivitas psikis yang mengandung
usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksaan suatu tujuan.Tujuan itu sendiri adalah
titik akhir dari gerakan yang menuju pada suatu arah, sedangkan menurut
Widaningrum (dalam Widayati dan Nurlis, 2010) kemauan membayar adalah suatu
nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan

sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa.

Berdasarkan beberapa uraian diatas mengenai definisi kemauan serta definisi
kemauan membayar, dapat ditarik suatu artian bahwa kemauan membayar pajak
merupakan suatu nilai yang rela dikorbankan ataupun dikontribusikan oleh seseorang
(yang dalam hal ini merupakan wajib pajak yang telah diatur dan ditetapkan dalam
peraturan) kepada Negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai
pengeluaran umum Negara dengan tanpa adanya jasa timbal balik (kontraprestasi)
secara langsung. Dalam penelitian ini kemauan membayar pajak diteliti pada wajib
pajak orang pribadi (WPOP), dimana wajib pajak orang pribadi (WPOP) merupakan

orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
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ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau

pemotong pajak tertentu.

Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia saat melaksanakan dan memenuhi
kewajiban perpajakannya diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya
pajak yang terutang, hal ini karena Indonesia yang dalam sistem perpajakannya
menganut sistem Self Assessment dimana dalam sistem ini wajib pajak mempunyai
kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri

pajak terutangnya yang tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Kemauan membayar pajak menurut Sanjaya (dalam Tatiana dan Priyo, 2009)
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengetahuan tentang pajak, persepsi
terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi
terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahaan dalam pelaksanaan

sistem pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anu (dalam Tatiana dan Priyo, 2009)
bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat mengindikasikan kemauan
membayar pajak oleh wajib pajak yaitu : (1) wajib pajak merasa jumlah pajak yang
harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang
diperoleh. wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak
mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. (2) wajib pajak menilai

sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian ini wajib pajak
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akan membayar pajak, didasari pada kepercayaan bahwa wajib pajak yang tidak
membayar pajak akan dikenakan sanksi. (3) wajib pajak menilai pemanfaatan pajak
sudah tepat dengan contoh konkrit seperti pembangunan fasilitas umum. (4) wajib

pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik.

Bintoro (dalam Tatiana dan Priyo, 2009) berpendapat bahwa, kontrak
psikologi yang dibangun oleh aparatur pajak dan wajib pajak akan berdampak pada
terbentuknya moral pajak yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mau
membayar pajak. Berdasarkan penjelesan penelitian tersebut menjelaskan bahwa
sikap moral dalam bentuk kemauan untuk membayar pajak sangat diperlukan dengan
mengingat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang mutlak kepada warga
negara, maka hal tersebut perlu adanya peran serta dari pemerintah untuk turut serta
dalam meningkatkan rasa kecintaan bernegara sejak dini yang dapat diwujudkan

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mau membayar pajak.

3. Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan
Menurut Sarwono (2010), persepsi merupakan proses pengorganisasian,
penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau individu
sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated
dalam diri individu. Adapun efektivitas dapat diartikan sebagai komunikasi yang
prosesnya telah  berhasil untuk mencapai tujuan yang direncanakan
sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah

personil yang ditentukan” (Effendy, 2005). Efektivitas menurut pengertian Effendy
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ini diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan
yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target

telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010), hal-hal yang mengindikasikan
efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh para wajib pajak yaitu
pembayaran melalui e-banking yang lebih memudahkan wajib pajak dalam
membayar  pajak.Selain  pembayaran melalui e-banking, hal-hal yang
mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini telah dirasakan oleh
wajib pajak antara lain yaitu adanya sistem pengisian SPT melalui e-SPT dan
pelaporan pajak melalui e-filling. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan
atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. E-SPT adalah data SPT WP dalam bentuk
elektronik yang dibuat oleh WP dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang
disediakan oleh DJP. Aplikasi e-SPT adalah aplikasi dari DJP yang dapat digunakan
WP untuk membuat e-SPT. Sedangkan, e-filling adalah suatu cara penyampaian SPT
secara elektronik yang dilakukan secara online yang realtime melalui website
Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id ) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau
Application Service Provider (ASP). Sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi

melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara
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manual. Online berarti bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui internet
dimana saja dan kapan saja, sedangkan kata realtime berarti bahwa konfirmasi dari
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat
Pemberitahuan (SPT) yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim
secara elektronik. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak jika
sudah menggunakan fasilitas e-filing sehingga penyampaian SPT menjadi lebih
mudah dan cepat. Hal ini karena pengiriman data SPT dapat dilakukan di mana saja
dan kapan saja serta dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan
fasilitas internet yang disalurkan melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia
Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. e-filing
mempermudah penyampaian SPT dan memberi keyakinan kepada Wajib pajak bahwa
SPT itu sudah benar diterima Direktorat Jenderal Pajak serta keamanan jauh lebih

terjamin.

Selain dua hal diatas, Pembayaran melalui e-banking yang memudahkan
Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja, Peraturan
perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu
adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdatar, serta Pendaftaran
NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-registration dari website pajak
dapat menjadi indikasi bahwa efektifitas sistem perpajakan saat ini telah dirasakan

oleh wajib pajak.
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Persepsi wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan di Indonesia
berkaitan dengan media dan sarana yang dapat digunakan dalam membayar pajak.
Jika wajib pajak merasa bahwa sistem parpajakan yang ada dapat dipercaya, handal
dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif yang membuat

timbulnya kemauan membayar pajak.

4. Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atausegala perbuatan
manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang
baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia
berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan)
dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009). Jadi
kesimpulannya pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak
dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-
undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi
kehidupan mereka. Menurut Ruppert (1998) dalam Kertajaya (2007) menerangkan
ada tiga cara seseorang untuk mendapatkan informasi sebagai sumber pengetahuan

antara lain;
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a. Pengetahuan diperoleh melalui belajar. Seseorang memperoleh
pengetahuan melalui sebuah proses belajar dengan didampingi seorang
atau beberapa orang pengajar.

b. Pengetahuan diperolen melalui alat dan teknologi. Seseorang
memperoleh pengetahuan melalui media-media sumber informasi
seperti media cetak dan elektronik.

c. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan perasaan. Seseorang
yang mengalami proses perjalanan dalam hidupnya memiliki
informasi lebih luas dibandingkan dengan orang lainnya. Hal ini
terjadi karena proses perjalanan yang dijalani berbeda-beda.

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang
Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia
melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati,
2011).Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal
maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk
membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang
menganut sistem self assessment dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk
melaksanakan  kegotong royongan nasional melalui sistem  menghitung,
memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan

adanya sistem ini diharapkan akan meningkatkan kemauan membayar pajak.
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5. Fasilitas Sunset Policy

Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa
bunga yang diluncurkan dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK.03/2015 yang ditandatangani pada tanggal 30 April 2015. Aturan ini
mengacu pada Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU Perpajakan),
yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib

Pajak atau bukan karena kesalahannya (www.pajak.go.id).

Pelaksanaan PMK-91/PMK.03/2015 ini adalah amanat UU KUP pasal 36 ayat
(2), dinyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan acuan di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas penghapusan
sanksi administrasi ini dapat diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan,
baik yang terdaftar baru (WP Baru) maupun yang lama.Artinya semua wajib pajak
yang telah mempunyai NPWP berhak atas fasilitas ini, dengan catatan, pengenaan

sanksi administrasi terhadapnya karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.
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Dalam sistem self assesment yang dianut oleh sistem perpajakan Indonesia,
setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan baik Subjektif maupun Objektif
wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, setelah terdaftar, Wajib Pajak
melakukan penghitungan atas pajaknya, membayarkannya di bank atau kantor pos
dan melaporkannya. Bila wajib pajak tersebut terlambat dalam melakukan
pembayaran dan/atau pelaporan SPT-nya, maka Wajib Pajak tersebut dikenai sanksi

administrasi melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh KPP.

Program Sunset Policy memberi kesempatan kepada masyarakat untuk
memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pembetulan SPT Tahunan
PPh. Sunset Policy diberlakukan dalam jangka waktu terbatas dan merupakan bagian
dari program pengampunan pajak yang diterapkan dalam perpajakan
Indonesia.Menurut Devano dan Rahayu (dalam Tatiana dan Priyo, 2009),
pengampunan pajak (tax amnesty) merupakan kebijakan pemerintah di bidang
perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan
membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan
tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh

menjadi wajib pajak patuh.



25

Pengampunan pajak bisa dalam bentuk yang bermacam-macam. Adapun jenis

pengampunan pajak menurut Tatiana dan Priyo (2009) diuraikan sebagai berikut :

1. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga
dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya
adalah untuk memungut pajak tahuntahun sebelumnya, sekaligus menambah
jumlah wajib pajak terdaftar,

2. Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang
berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana
pajaknya,

3. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun
mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya,

4. Amnesti yang mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga,
sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah
jumlah wajib pajak terdaftar, agar ke depan dan seterusnya mulai membayar
pajak.

Baik bagi wajib pajak lama maupun wajib pajak baru, program Sunset Policy
memberikan manfaat berupa keringanan utang pajak.Akan tetapi, wajib pajak baru
mendapat manfaat tambahan yaitu, tidak dikenakannya sanksi atas ketidakpemilikan
NPWP sebelumnya. Oleh karena program Sunset Policy diperuntukkan bagi wajib
pajak lama dan wajib pajak baru, maka wajib pajak yang dilibatkan dalam penelitian

ini adalah juga wajib pajak lama dan wajib pajak baru (www.pajak.go.id)
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Penelitian James Alm, 1998 (dalam Tatiana dan Priyo 2009) menyatakan
bahwa pengampunan pajak harus memiliki beberapa spesifikasi penting yaitu, (1)
spesifikasi jumlah pajak yang belum dibayar, bunga, dan denda-denda lainnya
terhadap pajak yang akan diampuni, (2) spesifikasi pembayar pajak yang memenuhi
syarat untuk memperoleh pengampunan, dan (3) spesifikasi jenis pajak yang
dilibatkan dalam pengampunan pajak. Berdasarkan isi dan syarat-syarat pemanfaatan
yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan spesifikasi dari program Sunset

Policy.

Dalam program sunset policy yang diatur dalam PMK-91/PMK.03/2015, yang

dapat diajukan penghapusan sanksi administrasi adalah atas :

1. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun
Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember
2014 dan sebelumnya;

2. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran
pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk
Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;

3. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu
saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa
Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau

4. Pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas

SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya
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dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang

mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar,

Dalam sunset policy jilid 11 ini, Menteri Keuangan juga sebelumnya telah
mengeluarkan PMK-29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi
Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Sebagaimana Telah
Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Bagi
Wajib Pajak yang telah mempunyai hutang pajak dan melunasinya sebelum 1 Januari

2016, diberikan penghapusan sanksi bunga utang pajak.

PMK No 29/PMK.03/2015 ini mengatur beberapa hal, diantaranya yaitu :

1. Utang Pajak yang dilunasi sebelum tanggal 1 Januari 2016 diberikan
penghapusan sanksi bunga utang pajak.

2. Utang Pajak tersebut merupakan jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
pada saat jatuh tempo pelunasan, yang timbul sebelum 1 Januari 2015.

3. Sesuai Pasal 19 ayat (1) UU KUP, Utang Pajak yang tidak atau kurang
dibayar dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan.

4. Untuk dapat memperoleh Penghapusan Sanksi Administrasi, Wajib Pajak
harus menyampaikan surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

5. Permohonan Penghapusan Sanksi Bunga Utang Pajak harus memenubhi
ketentuan: a) Utang Pajak telah dilunasi; dan b) terdapat sisa Sanksi Bunga

dalam STP yang belum dibayar.
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6. Persyaratan permohonan Penghapusan Sanksi Bunga Utang Pajak : a) 1
permohonan untuk 1 STP, kecuali dalam hal atas SKPKB / SKPKBT / SK
Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan Peninjauan Kembali
yang diterbitkan lebih dari 1 STP, maka 1 permohonan dapat diajukan untuk
lebih dari 1 STP; b) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; c)
melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak; d) disampaikan ke KPP tempat
WP terdaftar; dan e) ditandatangani oleh WP dan dalam hal oleh bukan WP,
harus dilampiri surat kuasa khusus.

7. Surat keputusan atas permohonan  Penghapusan Sanksi Bunga Utang Pajak
diterbitkan paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

8. Permohonan Penghapusan Sanksi Bunga Utang Pajak dapat diajukan paling
banyak 2 kali.

9. Permohonan ke-2 harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan
sejak tanggal Surat Keputusan Dirjen Pajak atas permohonan yang pertama

dikirim.
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Bebarapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kemauan membayar

pajak dapat dilihat dalam tabel 2.1

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Judul Jurnal Hipotesis Variabel Hasil

DAMPAK Hipotesis 1 (H1) : Sunset Policy | X = Sunset Policy Hasil pengujian
PROGRAM berpengaruh  secara  posistif | Y = Willingness menunjukkan bahwa
SUNSET terhadap kesadaran to Pay Tax kebijakan sunset policy
POLICY Membayar pajak wajib pajak. memberikanPengaruh
TERHADAP Hipotesis 2 (H2) : Sunset Policy | Y  memiliki 3 | positif terhadap ketiga
FAKTOR berpengaruh  secara  posistif | indikator empirik : | faktor-faktor yang
FAKTOR terhadap  pengetahuan  dan | a) Kesadaran mempengaruhi kemauan
YANG pemahaman terhadap | b) Pengetahuan dan | Membayar pajak.
MEMPENGAR | peraturanperpajakan wajib pajak | pemahaman akan | Kebijakan sunset policy
UHI KEMAUAN | Hipotesis 3 (H3) : Sunset Policy | peraturan direspon secara positif oleh
MEMBAYAR berpengaruh  secara  posistif | perpajakan wajibpajak, yaitu dengan
PAJAK terhadap persepsi yang baik atas | ¢) Persepsi yang | semakin meningkatnya

(Tatiana Ratung)

(Priyo Hari Adi)

efektivitas sistem perpajakan

wajib pajak

baik atas efektivitas

sistem perpajakan.

kemauan membayar pajak.
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FAKTOR-
FAKTOR
YANG
MEMPENGAR
UHI

KEMAUAN
UNTUK
MEMBAYAR
PAJAK

WAJIB PAJAK
ORANG
PRIBADI YANG
MELAKUKAN
PEKERJAAN
BEBAS 1

( STUDI KASUS
PADA KPP

PRATAMA

GAMBIR TIGA)

(Widayati )
(Nurlis,

E.Ak.Msi)

Hipotesis 1 (H1) : Kesadaran
membayar pajak berpengaruh
terhadap kesadaran

membayar pajak wajib pajak.

Hipotesis 2 (H2) : Pengetahuan

dan pemahaman tentang
peraturan Pajak
berpengaruh terhadap kemauan

membayar pajak.

Hipotesis 3 (H3) : Persepsi yang

baik atas efektifitas sistem
perpajakan
berpengaruh terhadap kemauan

membayar pajak.

Y = Kemauan

membayar pajak
X1 = Kesadaran
membayar pajak
X2 = Pengetahuan
dan  Pemahaman
tentang  Peraturan
Pajak

X3 = Persepsi yang
baik atas Efektifitas

Sistem Perpajakan

Berdasarkan uji parsial,
faktor kesadaran
membayar pajak  dan

persepsi yang baik atas

efektifitas sistem
perpajakan mempunyai
pengaruh  yang  tidak
signifikan terhadap
kemauan  wajib  pajak
untuk membayar pajak.
Sedangkan faktor
pengetahuan dan
pemahaman tentang
peraturan pajak

mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap

kemauan  wajib  pajak

untuk membayar pajak.
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FAKTOR-
FAKTOR
YANG
MEMPENGAR
UHI KEMAUAN
MEMBAYAR
PAJAK WAJIB
PAJAK ORANG
PRIBADI YANG
MELAKUKAN
PEKERJAAN
BEBAS
(Sapti Wuri
Handayani)
(Agus
Faturokhman)

(Umi Pratiwi)

Ha Kesadaran membayar

pajak, Pengetahuan  dan
Pemahaman tentang Peraturan
Perpajakan, Persepsi yang baik
Efektifitas

atas Sistem

Perpajakan dan Tingkat
Kepercayaan terhadap Sistem
Pemerintahan ~ dan  Hukum
berpengaruh terhadap kemauan
membayar pajak Wajib Pajak
orang pribadi yang melakukan

pekerjaan bebas.

Y = Kemauan
Membayar Pajak
X1 = Kesadaran

membayar pajak
X2 = Pengetahuan
dan  Pemahaman
tentang  Peraturan
Pajak

X3 = Persepsi yang
baik atas Efektifitas

Sistem Perpajakan

X4 = Tingkat
kepercayaan
terhadap Sistem

Pemerintahan dan

Hukum

Hasil penelitian
menunjukan bahwa hanya
variabel pengetahuan dan
pemahaman tentang

peraturan pajak saja yang

secara signifikan
mempengaruhi  kemauan
membayar pajak Wajib

Pajak orang pribadi yang
melakukan pekerjaan

bebas.
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MODEL
KEMAUAN
MEMBAYAR
PAJAK
BAGI WAJIB
PAJAK ORANG
PRIBADI
(STUDI KASUS
PADA  WAIIB
PAJAK
KANTOR
PELAYANAN
PAJAK
PRATAMA
SLEMAN)

(Hadri Kusuma)

(Via Rizkiana)

Hipotesis 1 (H1) : Kesadaran
membayar pajak
berpengaruh positif terhadap

kemauan membayar pajak

bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hipotesis 2 (H2) : Persepsi yang
baik atas efektifitas

sistem  layanan  perpajakan
berpengaruh positif terhadap
kemauan membayar pajak.
Hipotesis 3 (H3) Persepsi
terhadap petugas

per pajakan berpengaruh positif
terhadap kemauan
membayar pajak.
Hipotesis 4 (H4) Persepsi
terhadap kriteria Wajib

Pajak patuh berpengaruh positif

terhadap kemauan

membayar pajak.

Y= Kemauan

Membayar Pajak
X1 = Kesadaran
Membayar Pajak

X2 = Persepsi Yang

Baik Atas
Efektivitas Sistem
Pepajakan

X3 = Persepsi

Terhadap  Petugas
Perpajakan
X4 = Persepsi
Terhadap  Kriteria
Wajib Pajak Patuh
X5 = Pengetahuan
Dan Pemahanan
Akan Peraturan

Pajak

Hasil penelitian ini
mendukung Teori Perilaku
Terencana. Lebih khusus
lagi kesadaran membayar
pajak, persepsi yang baik
atas efektifitas sistem
layanan perpajakan, dan
persepsi terhadap Kkriteria
Wajib Pajak patuh terbukti

mempengaruhi

kemauan membayar pajak.

Sementara itu, persepsi
terhadap petugas
perpajakan dan
pengetahuan

dan pemahaman akan

peraturan perpajakan tidak
terbukti mempengaruhi
kemauan membayar

pajak bagi Wajib Pajak

Orang Pribadi.
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Hipotesis 5 (H5) :Pengetahuan
dan pemahaman akan

peraturan pajak berpengaruh
positif terhadap kemauan

membayar pajak bagi Wajib

Pajak Orang Pribadi.

FAKTOR-
FAKTOR

YANG
BERPENGARU
H TERHADAP
KEMAUAN
MEMBAYAR
PAJAK WPOP
Dl
LINGKUNGAN
UNIVERSITAS
NEGERI
SURABAYA
(Popy Putri

Violita)

(H1) : Kesadaran Wajib Pajak
berpengaruh terhadap tingkat
kemauan Wajib Pajak dalam
membayar pajak.

(H2) Pengetahuan  dan
Pemahaman Terhadap Peraturan
Perpajakan berpengaruh
terhadap tingkat kemauan Wajib
Pajak dalam membayar pajak.
(H3) : Persepsi yang baik atas
efektifitas sistem perpajakan
berpengaruh terhadap tingkat
kemauan Wajib Pajak dalam
membayar pajak.

(H4):

Tingkat  kepercayaan

terhadap sistem pemerintahan

dan hukum berpengaruh

terhadap tingkat kemauan Wajib

Y = Kemauan

Membayar Pajak
X1 = Kesadaran
Wajib Pajak

X2 = Pengetahuan
dan pemahaman
Wajib Pajak akan
peraturan
perpajakan
X3 = Persepsi
positif atas
efektivitas  sistem
perpajakan
X4 = Tingkat
kepercayaan
terhadap sistem

pemerintahan  dan

Hasil penelitian ini
didapatkan bahwa variabel
kesadaran Wajib Pajak,
pengetahuan dan
pemahaman Wajib Pajak

akan peraturan perpajakan,

kualitas  layanan, dan
modernisasi perpajakan
berpengaruh terhadap
variabel kemauan
membayar pajak.
Sedangkan variabel
Persepsi  positif  atas
efektivitas sistem
perpajakan dan tingkat
kepercayaan terhadap

sistem pemerintahan dan

hukum ditemukan tidak
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Pajak dalam membayar pajak. hokum berpengaruh terhadap

(H5) Kualitas layanan | X5 = Kualitas | variabel kemauan

berpengaruh terhadap tingkat | Layanan membayar pajak.

kemauan Wajib Pajak dalam | X6 = Modernisasi

membayar pajak. Perpajakan

(H6) : Modernisasi perpajakan

berpengaruh terhadap tingkat

kemauan Wajib Pajak dalam

membayar pajak.
FAKTOR- H1: Semakin tingi kesadaran | Y = Kemauan | Hasil menunjukkan bahwa
FAKTOR membayar pajak, maka akan | Membayar Pajak sikap wajib pajak terhadap
YANG semakin tinggi kemauan kesadaran membayar
MEMPENGAR | membayar pajak X1 = Kesadaran | pajak berpengaruh dan
UHI KEMAUAN | H2: Semakin luas pengetahuan | Membayar Pajak signifikan terhadap
MEMBAYAR peraturan  perpajakan, maka | X2 = Pengetahuan | kemauan membayar pajak,
PAJAK akan semakin tinggi kemauan | Peraturan sikap wajib pajak terhadap
(Pancawati membayar pajak Perpajakan pengetahuan peraturan
Hardiningsih) H3: Semakin tinggi pemahaman | X3 = Pemahaman | perpajakan tidak
(Nila peraturan  perpajakan, maka | Peraturan berpengaruh terhadap
Yulianawati) akan semakin tinggi kemauan | Perpajakan kemauan membayar pajak,

membayar pajak X4 = Persepsi | sikap wajib pajak terhadap

H4: Semakin tinggi persepsi | Efektifitas Sistem | pemahaman peraturan

efektifitas sistem perpajakan, | Perpajakan perpajakan tidak

maka akan semakin tinggi | X5 =  Kualitas | berpengaruh terhadap
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kemauan membayar pajak. Pelayanan Fiskus kemauan membayar pajak,
H5: Semakin baik kualitas persepsi efektifitas sistem
layanan,maka akan semakin perpajakan  juga tidak
tinggi kemauan  membayar berpengaruh terhadap
pajak. kemauan membayar pajak,

dan untuk kualitas layanan
berpengaruh positif
terhadap kemauan

membayar pajak.

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2016

C. KERANGKA TEORETIK

Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha menjelaskan mengenai pengaruh
dari persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus, serta pemanfaatan
fasilitas sunset policy terhadap kemauan membayar pajak, dimana persepsi atas
efektivitas sistem perpajakan (X1), pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2),
serta pemanfaatan fasilitas sunset policy (X3) menjadi variabel independen dengan

variabel dependennya yaitu kemauan membayar pajak ().

C1. Hubungan Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan
Membayar Pajak

Berdasarkan hasil penelitian Tatiana dan Priyo (2009),menunjukkan bahwa
wajib pajak mau membayar pajak apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak
memberatkan atau menyulitkan wajib pajak. Hal ini pada akhirnya membentuk

persepsi yang baik oleh wajib pajak mengenai perpajakan.
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Hasil penelitian dari Widayati dan Nurlis (dalam Sapti Wuri Handayani,
2012), hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat
dirasakan oleh wajib pajak antara lain: Pertama, adanya sistem pelaporan melalui e-
SPT dan e-Filling. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan
cepat.Kedua, pembayaran melalui e- Banking yang memudahkan wajib pajak dapat
melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja.Ketiga, penyampaian SPT
melalui drop box yang dapat dilakukan diberbagai tempat, tidak harus di KPP tempat
wajib pajak terdaftar.Keempat, adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses
secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari
KPP tempat wajib pajak terdaftar.Kelima, adalah pendaftaran NPWP yang dapat
dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Hal ini akan

memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.

C2. Hubungan Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap

Kemauan Membayar Pajak

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi dalam
melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan
melaporkan jumlah pajak yang disetorkan.Widayati dan Nurlis (2010) hasil
penelitiannya untuk variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan
perpajakan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang

pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
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Penelitian yang dilakukan oleh Sapti Wuri Handayani (2012), menyatakan
bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh
terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan
pekerjaan bebas.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan tentang pajak
mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak oleh wajib pajak.Pembayaran pajak
oleh wajib pajak dilakukan apabila sanksi pajak dipandang sebagai kekuatan yang
dapat memaksa wajib pajak untuk mematuhi undangundang dan peraturan
perpajakan. Masyarakat akan membayar pajak apabila sanksi pajak dipandang dapat
dilaksanakan secara adil, logis, konsisten, dan dapat menjangkau para pelanggar.
Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan
mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Serta akan berdampak pula pada penerimaan pajak yang diterima

oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi.

C3. Hubungan Pemanfaatan Fasilitas Sunset Policy Terhadap Kemauan

Membayar Pajak

Program Sunset Policy memberikan kelonggaran kepada wajib pajak berupa
penghapusan sanksi administrasi pajak.kelonggaran ini selanjutnya akan diikuti
dengan penerapan sanksi perpajakan. Wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban
perpajakan secara benar sebelum masa pelaksanaan program Sunset Policy
diharuskan untuk memanfaatkan program tersebut guna menghindari sanksi

perpajakan, mengingat UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 35A memberikan wewenang
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kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses data dan informasi berkaitan

dengan perpajakan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tatiana dan Priyo (2009) menunjukkan
bahwa kebijakan sunset policy memberikan pengaruh positif terhadap kemauan
membayar pajak dari wajib pajak, pengaruh positif terhadap kebijakan sunset policy
direspon secara positif oleh wajib pajak, yaitu dengan semakin meningkatnya
kemauan membayar pajak. Diadakannya program sunset policy untuk yang kedua
kalinya ini diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah wajib pajak untuk segera
memiliki NPWP dan memenuhi kewajiban perpajakannya yang nantinya akan

berimbas pula pada kenaikan pendapatan Negara khususnya dari sektor perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dibuat kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini

yang disajikan pada Gambar 2.1.



Persepsi atas
efektivitas sistem
perpajakan (X;)

Pelayanan
Fiskus (X5)

Gambar 2.1.

Kerangka Teoretik

Pemanfaatan fasilitas
Sunset Policy (Xs)

Kemauan membayar
pajak (Y)

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2016

D. PERUMUSAN HIPOTESIS PENELITIAN
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1. Pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan

membayar pajak

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayarpajak,

maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem

administrasi modern yang berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor
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62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Direktorat
Jenderal Pajak mengenai peningkatan ketertiban administrasi, efektivitas, dan kinerja
organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup

semua lini operasi organisasi secara nasional.

Selama ini wajib pajak masih mempersepsikan pajak adalah pungutan wajib
bukan sebagai wujud peran serta dalam pembangunan karena mereka belum
merasakan dampak secara nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah
persepsi mereka terhadap petugas pajak.Selain itu masih banyak wajib pajak yang
berpersepsi negatif terhadap petugas pajak yang terlihat dari rendahnya pelayanan
petugas pajak. Dengan adanya persepsi yang baik dari wajib pajak bahwa sistem
perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan para wajib
pajak dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya, maka diharapkan akan

meningkat pula kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini
dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain seperti adanya sistem pelaporan melalui
e-SPT dan e-Filling yang membuat wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih
mudah dan cepat, dapula pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib
pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja, mudahnya untuk
mengetahui dan mengakses peraturan pajak dengan lebih cepat melalui internet, tanpa
harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar, dil.

Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat
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(Widayati dan Nurlis, 2010). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat

dirumuskan adalah:

H; :Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruhpositif

terhadap kemauan membayar pajak

2. Pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap
kemauan membayar pajak

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak
dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar,
dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan.

Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010: 141)
memberikan kajian mengenai pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib
pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil.
Adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi
kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang
dianggap adil. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib
pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Serta akan berdampak pula pada
penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki
pengetahuan perpajakan yang tinggi.

H,:Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif

terhadap kemauan membayar pajak
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3. Pengaruh pemanfaatan fasilitas Sunset Policy terhadap kemauan
membayar pajak
Pengaruh Sunset Policy terhadap kemauan membayar pajak dapat dilihat dari
manfaat dan keringanan yang diberikan dalam pemberlakuan Sunset Policy terhadap
kemauan membayar pajak. Keringanan pertama yang ditawarkan pada program
Sunset Policy adalah penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum
memiliki NPWP. Program Sunset Policy yang membebaskan sanksi atas ketidak
pemilikan NPWP sebelumnya diharapkan dapat mendorong kemauan membayar
pajak oleh wajib pajak karena selama ini kepemilikan NPWP merupakan hambatan
terbesar yang dirasakan oleh wajib pajak yang ingin memenuhi kewajiban

perpajakannya.

Keringanan yang ditawarkan dalam program, Sunset Policy selanjutnya adalah
penyampaian dan pembetulan SPT yang salah.Dengan diterapkannya sistem self
assessment, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membetulkan serta
menyampaikan SPT sendiri.Penggunaan sistem ini dapat mengurangi penilaian
negatif wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan. Berkurangnya penilaian
negatif pada akhirnya diharapkan akan mendorong kemauan wajib pajak untuk
membayar pajak (Tatiana dan Priyo, 2009). Keringanan pada fasilitas Sunset Policy
selanjutnya adalah penegakan hukum pajak (law tax enforcement) setelah masa

pengampunan pajak.Penegakan hukum pajak terdiri dari pemeriksaan, penyidikan
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dan penagihan pajak.Thuronyi dalam Tatiana dan Priyo (2009) berpendapat bahwa

penegakan hukum merupak

an langkah wajar yang dilakukan setelah adanya pengampunan pajak.
Penegakan hukum pajak yang meliputi penegasan sanksi setelah diberlakukannya
program pengampunan pajak merupakan pesan kepada wajib pajak agar memenuhi

kewajiban perpajakannya secara jujur pada masa yang akan datang.

Keringanan yang ditawarkan pada program Sunset Policy selanjutnya
menyangkut penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak. Penghapusan
sanksi administrasi akan mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib
pajak. Dengan fasilitas pengurangan terhadap beban pajak ini diharapkan akan

mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Silitonga (dalam Tatiana dan Priyo,2009)
terbukti bahwa program pengampunan pajak merupakan salah satu cara inovatif
untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada
para wajib pajak serta dapat meningkatkan efektivitas pembayaran karena daftar
kekayaan wajib pajak makin akurat. Penelitian terkait pengampunan pajak yang
dilakukan oleh Alm dan Beck (1993) sebagaimana dikutip dalam Tatiana dan Priyo
(2009) yang menunjukkan bahwa pengampunan pajak selalu mempengaruhi
kepatuhan pajak (tax compliance) oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak

termasuk didalamnya.Dalam praktiknya, penerapan program pengampunan pajak di
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beberapa negara juga menunjukkan keberhasilan dan membuktikan bahwa program
tersebut dapat meningkatkan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Dari
berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa baik teori, hasil penelitian, dan
praktik menunjukkan bahwa program pengampunan pajak dalam hal ini Sunset Policy
dapat meningkatkan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Berdasarkan nalar

konsep di atas, maka dapat ditarik beberapa hipotesis sebagai berikut.

Hs: Pemanfaatan fasilitas Sunset Policy berpengaruh positif terhadap

kemauan membayar pajak



BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan
berdasarkan fakta dan data yang diperoleh sehingga peneliti dapat mengetahui
tentang bagaimana persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, pelayanan
fiskus, serta pemanfaatan fasilitas sunset policy dapat berpengaruh terhadap tingkat

kemauan membayar pajak.

B. OBJEK DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN
Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan

tertentumengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif.

Menurut Sugiyono (2005) Objek Penelitian merupakan Suatu atribut atau sifat
atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang
ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.Dari penjelasan tersebut dapat
disimpulkan bahwa objek penelitian digunakan untuk mendapatkan data sesuai tujuan
dan kegunaan tertentu.Objek dalam penelitian ini adalah persepsi yang baik atas
efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan tentang peraturan perpajakan,
pemanfaatan fasilitas sunset policy, serta tingkat kemauan membayar pajak.

Penelitian akan dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

45



46

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis
dengan pendekatan kuantitatif, dimana hasil penelitian kemudian akan diolah dan
dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yangdilakukan adalah
penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data yang berbentuk numeric
(angka), dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang
signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan

memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Sugiyono (2005) berpendapat bahwa Metode Analisis Deskriptif adalah
statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. la juga
berpendapat bahwa Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian
yang berlandaskan pada sample filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada
populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunkan istrumen penelitian,
analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang

telah ditetapkan.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif analisis
dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan

secara sistematis serta faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang
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diteliti dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi

data dalam pengujian hipotesis statistik.

Penulis menggunakan metode tersebut karena penelitian ini bertujuan untuk
menggambarkan dengan jelas pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem
perpajakan, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, serta pemanfaatan fasilitas
sunset policy terhadap kemauan membayar pajak dari wajib pajak.Sedangkan,
pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif, karena

data dari variabel-variabel yang diperoleh dari penelitian ini berupa data kuantitatif.

Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang
ada dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data tersebut akan dikumpulkan,
diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut oleh penulis sesuai dengan teori-teori yang

telah dipelajari, untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

D. POPULASI DAN SAMPLING

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang
pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dan penelitian ini
berfokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam

kemauannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik incidental
sampling.Teknik incidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan

kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu denganpeneliti dapat
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digunakan sebagai sampel, apabila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai
sumber data. Alasan pemilihan teknik pengambilan sampel ini adalah untuk
mempermudah proses pengambilan sampel. Penentuan jumlah sampel penelitian

dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

N
T TENGE2
Dimana :
n = Jumlah Sampel
N = Jumlah Populasi
e = Batas toleransi kesalahan (10%)

Berdasarkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan menggunakan
rumus Slovin, dari jumlah populasi WPOP di KPP Pratama Bogor terdaftar sebanyak
238.657 wajib pajak, maka hasil perhitungan sampelnyanya adalah sebesar 99,95 dan
dibulatkan menjadi 100 wajib pajak. Jadi, sampel yang diambil yaitu 100 Wajib Pajak

Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bogor.

E. OPERASIONALISASI VARIABEL PENELITIAN
Pengertian variabel menurut Sugiyono (2005) adalah “sesuatu hal yang
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.”
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Sedangkan operasionalisasi variabel didefinisikan sebagai penentuan
construct sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional
menjelaskan  cara  tertentu  dapat digunakan  oleh  peneliti  dalam
mengoperasionalisasikan construct, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain
untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan
cara pengukuran construct yang lebih baik.

Operasionalisasi variabel diperlukan dalam menentukan jenis, indikator, serta
skala dari variabel-variabel yang terkait dalam suatu penelitian, sehingga pengujian
hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar. Untuk
mempermudah melihat frekuensijawabdari respondenatasmasing-masingvariabelyang
adadalamkuesioner,maka setiap indikator diklasifikasikandan diberi skor dengan

skala likert sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran
Jawaban Skor
Sangat Setuju (SS) 5
Setuju (S) 4
Netral (N) 3
TidakSetuju (TS) 2
Sangat Tidak Setuju (STS) 1

Sumber: Imam Ghazali (2013)
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1. Variabel Bebas / Independent (variabel X)

Sugiyono (2005) mengemukakan bahwa, “Variabel bebas adalah variabel
yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel
terikat (dependen)”.

Variabel bebas merupakan variabel stimulus atau variabel yang dapat
mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang diukur,
dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu
gejala yang diobservasi.

Variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini ada tiga, pertama (X1) adalah
persepsi yang atas efektivitas sistem perpajakan, kedua (X2) adalah pengetahuan

tentang peraturan perpajakan, serta ketiga (X3) adalah pemanfaatan fasilitas sunset

policy.

1.1  Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X1)

a) Definisi Konseptual

Persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan,
penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan
situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif
(Robbins ,2009). Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang
menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai.
Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan dapat diartikan sebagai cara wajib pajak

menilai menurut persepsinya masing-masing mengenai efektifitas system perpajakan
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apakah mempermudah wajib pajak atau mempersulit wajib pajak. Dalam penelitian
Widayati dan Nurlis (2010), menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas
sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

b) Definisi Operasional

Indikator yang digunakan dalam peneliti ini merupakan replikasi dari
kuesioner penelitian Widayati dan Nurlis (2010), yaitu proses pembayaran pajak,
pengisian SPT melalui e-SPT dan pelaporan SPT melalui e-Filling, penyampaian SPT
melalui drop box, Update peraturan pajak terbaru secara online lewat internet, dan
pendaftaran NPWP melalui e-register. Pemilihan indicator ini diharapkan dapat
menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi tentang pengaruh persepri atas
efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib
pajak.Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin untuk setiap

pertanyaan.

1.2 Pengetahuan akan peraturan perpajakan

a) Definisi Konseptual

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang
wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui
upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan
perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang
telah ada. Pengetahuan akan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan

formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak
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untuk membayar pajak. Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak

dari petugas pajak, selain itu juga ada yang diperoleh dari radio, televisi, majalah

pajak, surat kabar, internet, buku perpajakan, konsultan pajak, seminar pajak, dan

adapula yang diperoleh dari penelitian pajak. Namun frekuensi pelaksanaan kegiatan

tersebut tidak sering dilakukan.Bahkan, pengetahuan tentang pajak belum secara

komprehensif menyentuh dunia pendidikan (Sapti Wuri Handayani, 2012).

b) Definisi Operasional

Dalam penelitian ini pengetahuan wajib pajak diukur dengan indikator yang

diperkenalkan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yaitu:

1.

2.

1.3

Kepemilikan NPWP

Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP,PKP dan tarif pajak.

Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui
sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training

perpajakan yang mereka ikuti.

Fasilitas sunset policy
a) Definisi Konseptual

Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa

bunga yang diluncurkan dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor

91/PMK.03/2015 yang ditandatangani pada tanggal 30 April 2015. Aturan ini
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mengacu pada Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU Perpajakan),
yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya (www.pajak.go.id).

b)Definisi Operasional

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini merupakan replikasi dari
kuesioner penelitian Tatiana dan Priyo (2012), yaitu penghapusan sanksi administrasi
bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, penyampaian dan pembetulan SPT,
penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak, serta penegasan sanksi
pajak. Indikator ini dipilih oleh peneliti karena indicator ini dirasa paling sesuai untuk
digunakan dalam menggambarkan apakah fasilitas sunset policy ini akan
mempengaruhi kemauan membayar pajak dari para wajib pajak. Variabel ini diukur

dengan menggunakan skala likert 5 poin untuk setiap pertanyaan.
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2. Variabel tergantung / Dependent (Variabel Y)
2.1 Kemauan Membayar Pajak

a) Definisi Konseptual

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemauan membayar
pajak.Kemauan membayar pajak adalah suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh
seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi)
secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2009).

b) Definisi Operasional

Indikator ini dalam peneliti ini merupakan replikasi dari kuesioner penelitian
Widayati dan Nurlis (2010), yaitu konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak,
dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, informasi mengenai cara dan
tempat pembayaran pajak, informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak,
merelakan sejumlah nilai untuk membayar pajak serta mendaftarkan diri sebagai
wajib pajak. Variabel dependen ini diukur dengan skala likert 5 poin untuk setiap
pertanyaan.

Berikut ini disajikan tabel operasional variabel yang ada dalam penelitian ini,

yaitu sebagai berikut :



Tabel 3.2

OperasionalisasiVariabel Penelitian
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Variabel Definisi Variabel Indikator Skala
Pengukuran
Persepsi Atas Persepsi atas Proses Likert
Efektifitas efektifitas sistem pembayaran
Sistem perpajakan dapat pajak
Perpajakan diartikan sebagai Pengisian  SPT
(Widayati dan cara wajib pajak melalui  e-SPT
Nurlis, menilai menurut dan  pelaporan
2010)(X1) persepsinya SPT melalui e-
masing-masing Filling
mengenai . Penyampaian
efektifitas system SPT melalui drop
perpajakan apakah box
mempermudah Pendaftaran
wajib pajak atau NPWP melalui e-
mempersulit wajib register.
pajak. Update peraturan
pajak terbaru
secara online
lewat internet
Pengetahuan Pengetahuan Wajib Kepemilikan Likert
Peraturan Pajak terhadap NPWP
Perpajakan peraturan Pengetahuan dan
(Handayani, perpajakan adalah pemahaman
2012)(X2) cara Wajib Pajak mengenai  sanksi
dalam memahami perpajakan.
peraturan Pengetahuan dan
perpajakan yang pemahaman
telah ada. mengenai PTKP,

PKP dan tarif
pajak.

. Wajib pajak

mengetahui  dan
memahami
peraturan
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perpajakan
melalui
sosialisasi  yang
dilakukan  oleh
KPP.

. Wajib pajak

mengetahui  dan
memahami

peraturan  pajak
melalui  training
perpajakan yang

mereka ikuti.
Pemanfaatan Fasilitas . Penghapusan Likert
Fasilitas Sunset | penghapusan sanksi sanksi
Policy administrasi pajak administrasi bagi
(Tatiana dan berupa bunga yang wajib pajak yang
Priyo, 2009) diluncurkan dengan belum memiliki
(X3) dasar Peraturan NPWP,
Menteri Keuangan . penyampaian dan
Nomor pembetulan SPT,
91/PMK.03/2015. . penghapusan
sanksi
administrasi atas
kurang bayar
pajak,
. penegasan sanksi
pajak.
Kemauan Suatu nilai yang Konsultasi Likert
Membayar rela dikontribusikan sebelum
Pajak oleh seseorang melakukan
(Widayati dan (yang ditetapkan pembayaran
Nurlis, 2010) (Y) | dengan peraturan) pajak

yang digunakan
untuk membiayai
pengeluaran umum

Dokumen  yang
diperlukan dalam
membayar pajak
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Negara dengan 3. Informasi
tidak mendapat jasa mengenai  cara
Timbal balik dan tempat
(kontraprestasi) pembayaran
secara langsung. pajak
4. Informasi
mengenai  batas
waktu

pembayarn pajak
5. Membuat alokasi
dana untuk
membayar pajak
6. Mendaftarkan
diri sebagai
Wajib Pajak

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2016

F. TEKNIK ANALISIS DATA
Analisis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda,

yaitu analisis untuk lebih dari satu variabel independen.

1. Statistik Deskriptif
Statiskik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran suatu data yang

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum.

2. Uji Reliabilitas dan Validitas
Untuk menguji apakah konstruk (variabel yang tidak dapat diukur secara
langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi atau indikator-indikator yang diamati)
yang telah dirumuskan reliabel dan valid, maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan

validitas.
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A. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur suatu Kkuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstruk.Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau
handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari
waktu ke waktu. Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya
dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada
subyek yang sama. Suatu kostruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai

Cronbach Alpha > 0,60 (Nunnally, 1960 dalam Ghozali 2013).

B. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu
kuesioner.Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau tidak maka dilakukan
pembandingan antara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel.Jika r hitung lebih besar
dari r tabel berarti item valid.Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel berarti item

tidak valid.

3. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas,
dan uji heteroskedastisitas.
A. Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali,2013). Model
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regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal. Ada dua cara untuk
mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik
atau uji statistik. Apabila menggunakan grafik, normalitas umumnya dideteksi dengan
melihat tabel histogram.Namun demikian, dengan hanya melihat tabel histogram bisa
menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil.Metode yang lebih handal
adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif
dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar
pengambilan dengan menggunakan normal probability plot adalah sebagai berikut:
(Ghozali, 2013).

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal
atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model
regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis
diagonal atau garis histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka
model regresi tidak memenuhi asumsinormalitas.

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara
visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya.Oleh sebab itu
dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik.Uji statistik yang dapat
digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik nonparametik
Kolgomorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

HO : Data residual terdistribusi normal

HA: Data residual tidak terdistribusi normal
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B. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013).Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.Jika variabel independen
saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah
variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan
nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Multikolinieritas di dalam model regresi adalah
sebagai berikut:

a. Nilai R? yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak

signifikan mempengaruhi variabel dependen.

b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel

independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini

merupakan indikasi adanya multikolinieritas.multikolinieritas dapat disebabkan

karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

c. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2)

variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.Dalam

pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen

(terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya.Tolerance mengukur

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel
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independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yang
tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk
menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama

dengan nilai VIF > 10.

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menurut Suharyadi dan Purwanto (2009) bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi linear berganda terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari satu residual ke
pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut
dengan heteroskedastistias. Model yang baik adalah homokedastistitas atau tidak terjadi
heterokedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu
pada grafik Scatter Plot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu y adalah y yang
telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (y prediksi —y sesungguhnya) yang telah di-
studentized. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut :

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan

telah terjadi heteroskedastisitas.

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah

angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas
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4. Model Regresi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda
yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Persamaan
regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai
berikut:

Y=o+ pB1X1+B2X2+B3X3 +¢
Keterangan:

Y = Kemauan membayar pajak

o = Konstanta

B1 = Koefisien regresi variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan

B2 = Koefisien regresi variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan

3 = Koefisien regresi variabel pemanfaatan fasilitas sunset policy

X1 = Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan

X2 = Pengetahuan tentang peraturan perpajakan

X3 = Pemanfaatan fasilitas sunset policy

¢ = Error

5. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua
variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen
dengan variabel independen. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual
secara statistik, dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai

statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji
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statistiknya berada dalam daerah kritis (Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan

apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima.

A. Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien determinasi (R%) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi-variabel dependen.Nilai koefisien determinasi antara
nol dan satu.Nilai R? yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam
menjelaskan variasi-variabel dependen amat terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti
variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan

untuk memprediksi variabel dependen.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap
jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu
variabel independen, maka R? pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak
peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R2? pada saat mengevaluasi

mana model regresi yang terbaik (Ghozali, 2013).

B. Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersamasama terhadap
variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai F lebih besar dari 4 maka

Ho dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain menerima hipotesis
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alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan

signifikan mempengaruhi variabel dependen.

C. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel
dependen.Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang
digunakan dalam penelitian ini secara parsial. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan
dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka Ha diterima dan
Ho ditolak. Namun, jika nilai t hitung lebih kecil dari t tabel maka Ha ditolak dan Ho

diterima.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data
1. Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang dipilih
memiliki pengaruh terhadap tingkat kemauan membayar pajak dari wajib pajak yang
terdaftar di KPP Pratama Bogor.Adapun aspek yang diteliti yaitu meliputi variabel
persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X1), pengetahuan tentang peraturan
perpajakan (X2), serta fasilitas sunset policy (X3). Data yang digunakan dalam
penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang merupakan data primer dengan 100
(seratus) Wajib Pajak Orang Pribadi yang tedaftar di KPP Pratama Bogor. Jumlah
responden tersebut diperoleh dari perhitungan menggunakan rumus slovin, hasil
perhitungannya adalah sebesar 99,95 dan kemudian dibulatkan menjadi 100.

Untuk mengetahui berapa banyak responden yang dilibatkan dalam penelitian
ini, dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1

Jumlah Responden

Nama KPP Jumlah Probabilitas
KPP Pratama Bogor 100 100%
Total 100 100%

Sumber : Data diolah peneliti, 2016
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Responden dari KPP bogor yang telibat dalam penelitian ini berjumlah 100
orang responden, dimana sebanyak73 responden merupakan responden laki-laki dan

27 responden merupakan responden wanita.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang
peneliti sebar dengan cara menunggu di KPP Pratama Bogor dan membagikan ke

setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang datang. Adapun rinciannya adalah sebagai

berikut :
Tabel 4.2

Rincian Pembagian dan Pengembalian Kuesioner
Kuesioner Jumlah Presentase
Kuesioner yang disebar 100 100%
Kuesioner yang kembali 100 100%
Kuesioner yang tidak | O 0%
kembali
Kuesioner yang digugurkan | 0 0%
Kuesioner yang digunakan 100 100%
Respon Rate 100/100 x 100% 100%
Usable Respon Rate 100/100 x 100% 100%

Sumber : Data diolah peneliti, 2016

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukan bahwa kuesioner yang disebar ke

responden sebanyak 100 kuesioner dan yang terkumpul sebanyak 100.Tidak terdapat
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kuesioner yang digugurkan, sehingga secara keseluruhan jumlah kuesioner yang

layak digunakan untuk dianalisis adalah sebanyak 100 kuesioner.

2. Deskripsi Responden
Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah
terdaftar dan memiliki NPWP di KPP Pratama Bogor. Karakteristik responden
penelitian meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan.

Karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 4.3, Tabel 4.4, Tabel 4.5, dan Tabel

4.6
Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin Jumlah Presentase
Laki-Laki 73 73%
Perempuan 27 27%
Total 100 100%

Sumber : Data diolah peneliti, 2016

Tabel 4.3 menunjukan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin. Pada
Tabel 4.3 dapat diketahui jumlah responden laki-laki yang ikut berpartisipasi
sebanyak 73 orang (73%) dan perempuan sebanyak 27 orang (27%), sehingga dapat
ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki. Ini
menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak

membayar pajak secara langsung datang ke KPP Pratama Bogor.
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Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia Jumlah Presentase
20-24 20 20%

25-35 45 45%

>35 35 35%

Total 100 100%

Sumber : Data diolah peneliti, 2016

Tabel 4.4 diatas bertujuan untuk mengetahuiusia responden saat ini. Pada
Tabel 4.4 responden yang berusia 20-24 tahub sebanyak 20 orang(20%), usia 25-35
tahun sebanyak 45 orang (45%), dan usia >35 tahun sebanyak 35 orang (35%).
Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kisaran wajib pajak yang terdaftar di KPP
Pratama Bogor sebagian besar berusia 25-35 tahun.Tetapi berapapun usianya, karena
responden tersebut telah memiliki penghasilan dan dinyatakan sebagai wajib pajak,
maka seluruh responden wajib untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan
diharapkan memiliki kemauan untuk membayar pajak.

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Jumlah Presentase

D3 32 32%

S1 38. 38%
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S2 3 3%
S3 0 0%
Lainnya 27 27%
Total 100 100%

Sumber : Data diolah peneliti, 2016

Tabel 4.5 diatas berfungsi untuk mengetahui pendidikan terakhir responden

yang ikut terlibat dalam penelitian ini.Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa jumlah

responden yang pendidikan terakhir D3 sebanyak 32 orang (32%), pendidkan terakhir

S1 sebanyak 38 orang (38%), pendidikan terakhir S2 sebanyak 3 orang (3%), dan

pendidikan terakhir lainnya sebanyak 22 orang (27%).Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir S1.Ini

menyatakan bahwa pendidikan yang paling banyak ditempuh oleh respondenadalah

jenjang S1.Dengan latar belakang pendidikan tersebut diharapkan para wajib pajak

menyadari akan pentingnya sektor perpajakan terhadap sebuah Negara yang pada

akhirnya akan membuat para wajib pajak untuk memiliki kemauan untuk membayar

pajak yang lebih tinggi.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan Jumlah Presentase
Wiraswasta 57 57%
Pegawai Negeri 6 6%
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Pegawai Swasta 37 37%

Total 100 100%

Sumber : Data diolah peneliti, 2016

Tabel 4.6 berfungsi untuk mengetahui pekerjaan para responden yang terlibat
dalam penelitian ini.Dari Tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang
bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 57 orang (57%), pekerjaan pegawai negeri
sebanyak 6 orang (6%), pekerjaan pegawai swasta sebanyak 37 orang (37%). Dengan
demikian, sebagian besar responden yang terlibat yang berada di KPP Pratama Bogor
memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta. Dalam hal ini diharapkan bahwa apapun
jenis pekerjaannya wajib pajak yang telah memiliki NPWP dan terdaftar di KPP

Pratama Bogor memiliki tingkat kemauan membayar pajak yang tinggi.

B. Pengujian Hipotesis
1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2013) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau
valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada
kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kusioner

tersebut.

Jumlah responden yang menjadi subyek penelitian berkaitan dengan
partisipasinya dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berjumlah

20 orang yang didapat dari hasil penyebaran kuesioner di KPP Pratama Ciawi pada
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bulan Desember. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel
seperti persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan tentang peraturan
perpajakan serta fasilitas sunset policy berpengaruh terhadap tingkat kemauan

membayar pajak.

Aspek vyang diteliti meliputi variabel persepsi atas efektivitas sistem
perpajakan(X1), pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2), fasilitas sunset
policy (X3), serta kemauan membayar pajak (). Data diperoleh dari hasil kuesioner

yang merupakan data primer dengan 20 Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai

responden.
Tabel 4.7
DaftarWajib Pajak Orang Pribadi dalam Pengujian Validitas
Responden Jumlah Responden
Wajib Pajak Orang Pribadi 20
Total Responden 20

Sumber : Data diolah peneliti, 2016

Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor yang
diperoleh pada masing-masing item pernyataan dengan skor total individu. Uji
validitas dilakukan dengan menguji 20 jawaban responden. Jumlah item pernyataan
yang diuji validitasnya sebanyak 31 item, terdiri dari pernyataan variabel Persepsi
atas efektivitas sistem perpajakan sebanyak 8 item, pernyataan variabel pengetahuan

tentang peraturan perpajakan 6 item, pernyataan variabel fasilitas sunset policy
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sebanyak 8 item, dan pernyataan variabel kemauan membayar pajak 9 item. Dengan
menggunakan uji dua sisi (two-tailed) dengan taraf signifikasi 5% maka nilai rtabel
dalam penelitian ini adalah 0,4438. Item pernyataan dinyatakan valid jika nilai

rhitung > dari rtabel.

Dari tabel Hasil Uji Validitas yang terlampir di lampiran 4 dapat dilihat
bahwa variabel Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pearson
correlation dari 0,535 - 0,833 (> 0,4438), hal ini berarti bahwa pernyataan dalam
kesioner adalah valid. Variabel Pengetahuan tentang peraturan perpajakan memiliki
pearson correlation dari 0,536 — 0,777 (> 0, 4438), hal ini berarti bahwa pernyataan
tersebut valid. Variabel Fasilitas sunset policy memiliki pearson correlation
dari0,534 — 0,833 (> 0,4438), hal ini berarti bahwa pernyataan tersebut valid.
Variabel Kemauan membayar pajak memiliki pearson correlation dari 0,512 — 0,613

(> 0,4438), hal ini berarti bahwa pernyataan tersebut valid.

Dari haril uji validitas terhadap pernyataan Persepsi atas efektivitas sistem
perpajakan diketahui dari 8 pertanyaan ada 6 pertanyaan yang valid dan 2 pernyataan
yang tidak valid. Dari total 8 pernyataan diketahui bahwa pernyataan 2 dan
pernyataan 8 memiliki rhitung lebih rendah dari rtabel dengan nilai 0,384 untuk
pernyataan 2 dan 0,336 untuk pernyataan 8. Selanjutnya dari hasil uji validitas
terhadap pernyataan variabel Pengetahuan tentang peraturan perpajakan diketahui

dari 6 pernyataan ada 5 pernyataan valid dan 1 pernyataan yang tidak valid. Dari 6
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pernyataan diketahui bahwa pernyataan 3 memiliki rhitung lebih rendah dari rtabel

dengan nilai 0,396.

Selanjutnya dari hasil uji validitas terhadap pernyataan variabel Fasilitas
sunset policy diketahui dari 8 pernyataan ada 6 pernyataan valid dan 2 pernyataan
yang tidak valid. Dari 8 pernyataan diketahui bahwa pernyataan 3 dan pernyataan 7
memiliki rhitung yang lebih rendah dari rtabel dengan nilai 0,332 untuk pernyataan 3

serta 0,433 untuk pernyataan 7.

Dari hasil uji validitas terhadap pernyataan variabel Kemauan membayar
pajak diketahui dari 9 pernyataan terdapat 7 pernyataan valid dan 2 pernyataan yang
tidak valid. Dari 9 pernyataan diketahui bahwa pernyataan 1 dan pernyataan 9
memiliki rhitung lebih rendah dari rtabel dengan nilai 0,389 untuk pernyataan 1 dan

0,312 untuk pernyataan 9.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka
waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan
dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan reliabel apabila
cronbach alpha nya memiliki nilai lebih besar 0,70 yang berarti bahwa instrumen
tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil
pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini

bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2013).
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Tabel 4.8

Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas Instrumen Pendidikan

Variabel Cronbach Alpha | >/< Tetapan Keterangan

Persepsi atas efektivitas | 0,738 > 0,7 Reliabel

sistem perpajakan

Pengetahuan tentang | 0,745 > 0,7 Reliabel

peraturan perpajakan

Fasilitas sunset policy 0,744 > 0,7 Reliabel

Kemauan membayar pajak | 0,708 > 0,7 Reliabel

Sumber : Data diolah peneliti, 2016

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel baik
variabel bebas maupun variabel terikat memiliki nilai cronbach’s alhpha yang
melebihi 0,70. Hal ini menunjukan bahwa setiap item pernyataan akan mampu
memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali

akan diperoleh jawaban yang relative sama dengan jawaban sebelumnya.

2. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai
karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden.Statistik
deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata
(mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan
skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2013).Dalam penelitian ini variabel

yang digunakan adalah Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan
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tentang peraturan perpajakan, fasilitas sunset policy serta kemauan membayar pajak.
Analisis penelitian berdasarkan pada hasil jawaban responden atas 24 item
pernyataan.
Berikut merupakan statistik deskriptif nilai minimum (min), nilai maksimum
(max), nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi disajikan dalam Tabel 4.9 berikut:
Tabel 4.9

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Persepsi atas
efektivitas sistem 100 13 30 24,89 3,055
perpajakan
Pengetahuan
tentang peraturan 100 15 25 20,83 2,118
perpajakan
Fasilitas sunset

100 18 30 24,92 2,149
policy
Kemauan

100 20 35 27,93 3,226
membayar pajak
Valid N (listwise) 100

Sumber : Data diolah peneliti, 2016

Tabel 4.10 di atas menunjukkan hasil pengukuran statistik deskriptif terhadap
seluruh variabel independen dan variabel dependen dari 100 sampel yang diolah

dengan empat variable yang diuji yaitu persepsi atas efektivitas sistem perpajakan,
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pengetahuan tentang peraturan perpajakan, fasilitas sunset policy serta kemauan
membayar pajak. Dalam penelitian ini masing- masing memiliki nilai rata-rata 24,89;
20,83; 24,92; dan 27,93. Seluruh variabel diukur mengunakan skala likert. Adapun

penjelasan dari pengukuran statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

a. Variabel Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dengan
menggunakan 6 item pernyataan dalam kuesioner mempunyai kisaran
13 sampai 30 dengan nilai rata-rata sebesar 24,89 dan nilai standar
deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 3,055 dari
nilai rata-rata jawaban responden. Hal ini mengindikasikan bahwa
responden dalam penelitian ini yaitu para wajib pajak menganggap
bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dapat
memberikan pengaruh kepada tingkat kemauan membayar pajak.

b. Variabel Pengetahuan tentang peraturan perpajakan dengan
menggunakan 5 item pernyataan dalam kuesioner mempunyai kisaran
15 sampai 25 dengan nilai rata-rata sebesar 20,83 dan nilai standar
deviasi yang menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 2,118 dari
nilai rata-rata jawaban responden atas pernyataan tentang pengetahuan
tentang peraturan perpajakan. Hal ini mengindikasikan bahwa
responden yang ikut terlibat dalam penelitian ini yaitu wajib pajak

orang pribadi menganggap bahwa pengetahuan tentang peraturan
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perpajakan dapat memberikan pengaruh kepada tingkat kemauan
membayar pajak.

Variabel Fasilitas sunset policy dengan menggunakan 6 item
pernyataan dalam kuesioner mempunyai kisaran 18 sampai 30 dengan
nilai rata-rata sebesar 24,92 dan nilai standar deviasi yang
menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 2,149 dari nilai rata-rata
jawaban responden atas pernyataan tentang fasilitas sunset policy. Hal
ini mengindikasikan bahwa responden yang terlibat dalam penelitian
ini yaitu wajib pajak beranggapan bahwa fasilitas sunset policy dapat
memberikan pengaruh kepada tingkat kemauan membayar pajak.

. Variabel Kemauan membayar pajak dengan menggunakan 7 item
pernyataan dalam kuesioner mempunyai kisaran 20 sampai 35 dengan
nilai rata- rata sebesar 27,93 dan nilai standar deviasi yang
menunjukkan adanya penyimpangan sebesar 3,226 dari nilai rata-rata
jawaban responden atas pernyataan tentang penggelapan pajak. Hal ini
mengindikasikan bahwa kuesioner yang disebar cukup dapat
menggambarkan tingkat kemauan membayar pajak dari para wajib

pajak yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini.
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3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi,

variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal
atau tidak mempunyai distribusi normal.

Gambar 4.1.
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot

Mormal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y

1.0

0,5

0,67

0,41

Expected Cum Prob

0,2

0,0 T T T T
00 02 04 085 08 1,0

Observed Cum Prob

Sumber : Data diolah peneliti, 2016.

Gambar 4.1 menunjukan data yang berada di sekitar garis diagonal cenderung
mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi

normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Untuk mendapatkan data yang dapat meyakinkan, hasil uji grafik pada uji
normalitas ini juga dilengkapi dengan uji statistik dengan menggunakan uji
Komogorov-Smirnov (K-S). Analisis ini merupakan suatu pengujian normalitas

secara univariate untuk menguji keselarasan data masing-masing variabel penelitian,
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dimana suatu sampel dikatakan berdistribusi normal atau tidak data yang berdsitribusi

normal ditunjukan dengan nilai signifikansi diatas 0,05 atau 5%.

Tabel 4.10

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Uji Komogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual
N 100
Normal Parameters®® Mean ,0000000
Std. Deviation 2,78574994
Most Extreme Differences Absolute ,051
Positive ,051
Negative -,039
Test Statistic ,051
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200%°

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data diolah peneliti, 2016.

Hasil pengujian normalitas pada pengujian Kolmogorov-Smirnov yang dapat

dilihat pada tablel 4.10 diatas menunjukan signifikan diatas 0.05 dengan nilai

Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.051 dan nilai probabilitas sebesar 0.2. Hal tersebut

mengindikasikan data residual terdistribusi secara normal, karena memiliki nilai

signifikansi diatas 0.05.
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b. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Pengujian

multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan
Tolerance.Tolerance mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak
dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama
dengan nilai VIF = 1/Tolerance. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan
adanya multikolinearitas adalah 89 nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF
> 10 (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusan yaitu:

Jika VIF > 10 maka Ha diterima (ada multikolonieritas)
Jika VIF < 10 maka Ha ditolak (tidak ada multikolonieritas)
Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat pada Tabel 4.11 di bawah ini:

Tabel 4.11

Uji Multikolonieritas

Coefficients?

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
(Constant) 2,837 4,458 636 526
X1 ,203 ,097 ,192 2,101 ,038 ,926 1,080
X2 ,328 , 136 ,215 2,416 ,018 977 1,023
X3 ,530 ,136 ,353 3,898 ,000 ,947 1,056

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah peneliti, 2016.
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Berdasarkan Pada tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel
mempunyai nilai tolerance mendekati angka 1 dan nilai variance inflation factor
(VIF) disekitar angka 1. Variabel Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X1)
mempunyai nilai tolerance 0,926, Pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2)
mempunyai nilai tolerance 0,977, Fasilitas sunset policy(X3) mempunyai nilai
tolerance 0,947 dan Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X1) mempunyai nilai
VIF 1,080, Pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2) mempunyai nilai VIF
1,023, dan Fasilitas sunset policy (X3) mempunyai nilai VIF 1,056. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi dalam penelitian ini tidak
terdapat problem multikolineritas karena nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF
(variance inflation factor) di bawah 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan
yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap,
maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model
regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).



Gambar 4.2
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Sumber : Data diolah peneliti, 2016.
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Dari grafik scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan titik-titik ini

terlihat tidak membentuk pola.Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai.

Untuk lebih memastikan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada

model regresi penelitian ini dilakukan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara

meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Kriterianya adalah
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apabila variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel

dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastistias. Hasil uji glejser sebagai

berikut:
Tabel 4.12
Hasil Uji Glejser
Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 4,497 2,514 1,788 077
X1 ,019 ,055 ,036 ,343 , 732
X2 -,058 ,077 -,077 -, 753 ,453
X3 -,059 ,077 -,081 - 774 441

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Data diolah peneliti, 2016.

Tabel diatas menunjukan bahwa nilai signifikansi variabel Persepsi atas
efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan tentang peraturan perpajakan serta
fasilitas sunset policy berada diatas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05 yang berarti
tidak ada yang signifikan. Dalam uji glejser, jika variable independen tidak signifikan
mempengaruhi variabel dependen berarti tidak terjadi gejala
heteroskedastisitas.Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam

penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
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4. Analisis Linier Berganda

Setelah variabel-variabel dalam penelitian ini terbebas dari masalah uji asumsi
klasik, selanjutnya dapat dilakukan analisis regresi linear berganda.Regresi linear
berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi
variabel terikat.Pada regresi berganda terdapat satu variabel terikat dan lebih dari satu
variabel bebas.Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab
akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel
independen, yaitu Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan tentang
peraturan perpajakan serta fasilitas sunset policy berpengaruh terhadap variabel

dependen, yaitu Kemauan membayar pajak. Adapun persamaan regresinya sebagai

berikut:
Y=a + B1X1 + 2X2 + B3X3+ e
Dimana: Y = Kemauan membayar pajak
B1 = Koefisien Regresi Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan
B2 = Koefisien Regresi Pengetahuan tentang peraturan perpajakan
B3 = Koefisien Regresi Fasilitas sunset policy
X1  =Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan
X2  =Pengetahuan tentang peraturan perpajakan
X3 = Fasilitas sunset policy
a = Bilangan Konstanta (Y, bila X=0)

e = error yang ditolerir (5%)
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Dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, didapatkan

hasil pengolahan data analisis regresi tersebut sebagai berikut:

Analisis regresi berganda

Tabel 4.13

Coefficients?

Unstandardized

Standardized

Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 2,837 4,458
X1 ,203 ,097 ,192
X2 ,328 ,136 ,215
X3 ,530 ,136 ,353

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah peneliti, 2016.

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, maka dapat diperoleh

persamaan regresi sebagai berikut:

Y =2,837 + 0,203X1 + 0,328X2 +0,530X3 + e

suatu

a. Konstanta sebesar 2,837 artinya bahwa jika Persepsi atas efektivitas sistem

perpajakan (X1), Pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2), dan

Fasilitas sunset policy (X3) nilainya adalah 0, maka Kemauan membayar

pajak (Y) nilainya adalah 2,837.

b. Koefisien regresiPersepsi atas efektivitas sistem perpajakan sebesar 0,203, hal

ini berarti bahwa jika variabel Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan
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bertambah satu satuan maka variabel Kemauan membayar pajak bertambah

sebesar 0,203.

c. Koefisien regresi Pengetahuan tentang peraturan perpajakan sebesar 0,328,
hal ini berarti bahwa jika variabel Pengetahuan tentang peraturan perpajakan
bertambah satu satuan maka variabel Kemauan membayar pajak bertambah
sebesar 0,444.

d. Koefisien regresi Fasilitas sunset policy sebesar 0,530, hal ini berarti bahwa
jika variabel Fasilitas sunset policy bertambah satu satuan maka variabel
Kemauan membayar pajak bertambah sebesar 0,530.

5. Uji Hipotesis
a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel
independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada
tidaknya pengaruh masing - masing variabel 100 independen secara parsial terhadap
variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t
dapat dilihat pada tabel 4.14, jika nilai probability t < 0,05 maka Ha diterima,
sedangkan jika nilai probability t > 0,05 maka Ha ditolak. (Ghozali, 2013).Nilai t-

tabel untuk jumlah sampel 100 yaitu sebesar 1,984.
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Hasil dari uji statistik t dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.14
Hasil Uji Statistik t

Coefficients?

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 2,837 4,458 ,636 526
X1 ,203 ,097 ,192 2,101 ,038
X2 ,328 ,136 ,215 2,416 ,018
X3 ,530 ,136 ,353 3,898 ,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah peneliti, 2016.

1) Hasil Uji Hipotesis 1: Pengaruh Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan.

Hasil uji hipotesis 1 yang ditunjukkan pada tabel 4.14, variabel Persepsi atas
efektivitas sistem perpajakan mempunyai tingkat signifikasi sebesar 0,038 dan nilai t
sebesar 2,101. Hal ini berarti Hal diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Persepsi
atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kemauan membayar pajak karena tingkat signifikasi yang dimiliki adalah <
0,05(0,038< 0,05) dan nilai thitung > 1,984 (2,101> 1,984). Hasil penelitian ini tidak
mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yang

menjelaskan bahwa persepsi yang baik atas efektisitas sistem perpajakan mempunyai
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pengaruh yang tidak signifikan. Hal ini mungkin disebabkan oleh sistem layanan
perpajakan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak pada saat penelitian ini
dilakukansudah jauh lebih baik dibandingkan pada saat Widayati dan Nurlis
melakukan penelitiannya. Hasil dapat menjelaskan bahwa seorang Wajib Pajak Orang
Pribadi yang mempunyai persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, maka
akan mempunyai kemauan untuk membayar pajak. Hal ini mungkin dikarenakan
Wajib Pajak Orang Pribadi telah merasakan sistem layanan yang ada telah banyak
membantunya dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya
sistem layanan perpajakan yang telah dirasakan tersebut maka seorang Wajib Pajak
Orang Pribadi akan dapat merasakan kemudahan dalam membayar pajak sehingga
secara otomatis Wajib Pajak Orang Pribadi akan mucul suatu pemikiran yaitu
mengenai persepsi yang baik atas efektisitas layanan perpajakan yang dapat
mempengaruhi sikap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kemauannya untuk membayar

pajak.

2) Hasil Uji Hipotesis 2: Pengaruh Pengetahuan tentang peraturan perpajakan
terhadap Kemauan membayar pajak.

Hasil uji hipotesis 2 yang ditunjukkan pada tabel 4.14, variabel Pengetahuan
tentang peraturan perpajakan mempunyai tingkat signifikasi sebesar 0,018 dan nilai t
sebesar 2,416. Hal ini berarti Ha2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Kemauan membayar pajak karena tingkat signifikasi yang dimiliki adalah
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<0,05 (0,018< 0,05) dan nilai thitung > 1,984 (2,416 > 1,984). Hasil penelitian ini
konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Popy Putri Violita(2015)
dimana variabel Pengetahuan tentang peraturan perpajakan mempunyai pengaruh
positif dan signifikan terhadap keamauan membayar pajak para wajib pajak. Dari
hasil ini dapat dimengerti karena tingkat pengetahuan tentang peraturan perpajakan
yang dimiliki oleh wajib pajak sudah cukup baik, sehinga dapat berpengaruh terhadap

tingkat kemauan membayar pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.

3) Hasil Uji Hipotesis 3: Pengaruh Fasilitas sunset policyterhadap Kemauan
membayar pajak.

Hasil uji hipotesis 3 yang ditunjukkan pada tabel 4.14, variabel Fasilitas
sunset policy mempunyai tingkat signifikasi sebesar 0,000 dan nilai t sebesar 3,898.
Hal ini berarti Ha3 juga diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Fasilitas sunset
policy berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak karena
tingkat signifikasi yang dimiliki variabel diskriminasi < 0,05 (0,000 <0,05) dan nilai
thitung > 1,984 (3,898< 1,984). Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan
oleh Tatiana dan Priyo (2009) dimana variabel Fasilitas sunset policy memberikan
pengaruh positif terhadap Kemauan membayar pajak. Hal ini terjadi karena para
wajib pajak merespon dengan sangat positif kebijakan Fasilitas sunset policyataupun
kebijakan-kebijakan keringanan pajak lainnya yang dampaknya akan meningkatkan

kemauan membayar pajak dari para wajib pajak.
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b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji keseluruhan variabel
independen, yaitu: Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, Pengetahuan tentang
peraturan perpajakan, serta Fasilitas sunset policy terhadap satu variabel dependen,
yaitu Kemauan membayar pajak. Secara bebas dengan signifikan sebesar 0,05, dapat
disimpulkan (Ghozali, 2013).

1. Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak, ini berarti
menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

2. Jika nilai signifikan > 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima, ini berarti
menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Selain itu, jika Ftabel < Fhitung maka Ha diterima dan Ho ditolak atau jika
Ftabel > Fhitung maka Ha ditolak dan Ha diterima.Nilai Ftabel dapat dilihat pada
tabel statistik dengan derajat kepercayaan sesuai nilai degree of freedom. Dengan
derajat kepercayaan 5%, df 1 (jumlah variabel — 1) = 3, dan df 2 (h — k — 1) atau 100
— 3 -1 =96 (n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independen),

hasil diperoleh untuk Ftabel sebesar 2,699.



Hasil dari uji statistik F dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.15

Hasil Uji Statistik F

ANOVA®
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 262,230 3 87,410 10,922 ,000°
Residual 768,280 96 8,003
Total 1030,510 99

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Data diolah peneliti, 2016.
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Hasil dalam penelitian ini diperoleh siginifikansi F sebesar 0,000 (< 0,05).

Selain itu, nilai Ftabel < Fhitung (2,699 < 10,922). Dengan demikian, Ha diterima

dan Ho ditolak, ini berarti menyatakan bahwa Persepsi atas efektivitas sistem

perpajakan, Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, serta Fasilitas sunset policy

mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap Kemauan

wajib pajak.

¢. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R?)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis

pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (Adjusted R?) untuk
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mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu Persepsi atas efektivitas sistem
perpajakan, Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan Fasilitas sunset policy
serta pengaruhnya terhadap Kemauan membayar pajak. Hasil dari uji koefisien
determinasi dapat diliah pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.16
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate

1 ,504% ,254 ,231 2,829

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Data diolah peneliti, 2016.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai adjusted R®
sebesar 0,231. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa 23,1% dari Kemauan
membayar pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel independen dalam penelitian ini.
Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model
penelitian ini seperti variabel Kesadaran membayar pajak (Widayati dan Nurlis,
2010), Kaualitas layanan (Pancawati dan Nita, 2011), dan Modernisasi Perpajakan
(Popy putri violita, 2015) diharapkan variabel lain ini juga akan mempengaruhi
Kemauan membayar pajak dari para Wajib Pajak. Jadi terdapat banyak variabel-
variabel yang dapat mempengaruhi Kemauan membayar pajak, dengan mengetahui

faktor apa saja yang mempengaruhi Kemauan membayar pajak, dapat ditarik suatu
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simpulan tentang cara-cara untuk menambah tingkat Kemauan membayar para wajib

pajak di negri ini.

C. Pembahasan

Hasil yang didapat dari penelitian dengan melibatkan 100 Wajib Pajak Orang
Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bogor ini adalah Persepsi atas efektivitas
sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kemauan membayar pajak,
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap
Kemauan membayar pajak, dan Fasilitas sunset policy berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Kemauan membayar pajak, Pembahasan untuk masing-masing

hasil uji hipotesis akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan
membayar pajak.

Variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kemauan membayar pajak.Hal ini dapat dilihat dari hasil uji
statistik t dimana nilai signifikansi yang didapat adalah 0,038 dan nilai t hitung yang
lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 2,101(2,101 > 1,984). Hal ini berarti Hal
diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak karena tingkat
signifikasi yang dimiliki adalah < 0,05 (0,038 < 0,05) dan nilai thitung > 1,984

(2,101 > 1,984).
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Berdasarkan hasil yang telah didapat dapat disimpulkan bahwa variabel
persepsi atas efektivitas sistem perpajakanberpengaruh positif signifikan terhadap
Kemauan membayar pajak.Artinya semua upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
dalam melakukan bernagai macam pembaharuan dalam sistem perpajakan cukup
berhasil, telah adanya persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan membuat
para wajib pajak merasa dimudahkan sehingga kemauan membayar pajak pun muncul
dari tiap wajib pajak. Hasil pengujian dapat menjelaskan bahwa seorang Wajib Pajak
Orang Pribadi yang mempunyai persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan,
maka akan mempunyai kemauan untuk membayar pajak. Hal ini mungkin
dikarenakan Wajib Pajak Orang Pribadi telah merasakan sistem layanan yang ada
telah banyak membantunya dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya sistem layanan perpajakan yang telah dirasakan cukup
membantu mempermudah dengan segala fasilitas yang ada maka seorang Wajib
Pajak Orang Pribadi akan dapat merasakan kemudahan dalam membayar pajak
sehingga secara otomatis dari Wajib Pajak akan mucul suatu pemikiran yaitu
mengenai persepsi yang baik atas efektisitas layanan perpajakan yang dapat pada
prosesnya mempengaruhi sikap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kemauannya untuk
membayar pajak.

Hasil penelitian ini tidakmendukung penelitian yang pernah dilakukanoleh
Widayati dan  Nurlis  (2010) yangmenjelaskan  bahwa  faktor-faktor

yangmempengaruhi kemauan untuk membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
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yangmelakukan pekerjaan bebas salah satunya adalahpersepsi yang baik atas
efektisitas sistem layananperpajakan. Hal ini dapat dikarenakan sistemlayanan
perpajakan yang ada di KantorPelayanan Pajak sudah jauh lebih baikdibandingkan
pada saat Widayati dan Nurlismelakukan penelitian.

Hasil tersebut dapat diintepretasikan bahwaseorang Wajib Pajak Orang
Pribadi yangmempunyai persepsi yang baik atas efektifitaslayanan perpajakan, maka
akan mempunyaikemauan untuk membayar pajak. Hal inimungkin dikarenakan
Wajib Pajak Orang Pribaditelah merasakan layanan yang ada. Layanantersebutantara
lain adanya sistem pelaporanmelalui e-SPT dan e-Filling, pembayaran melaluie-
Banking, penyampaian SPT melalui drop box,peraturan perpajakan dapat diakses
secara lebihcepat melalui internet, dan pendaftaran NomorPokok Wajib Pajak
(NPWP) yang dapatdilakukan secara online melalui e-register dariwebsite pajak.
Dengan adanya sistem layananperpajakan yang telah dirasakan tersebut makaseorang
Wajib Pajak Orang Pribadi akan dapatmerasakan kemudahan dalam membayar
pajaksehingga secara otomatis Wajib Pajak OrangPribadi akan mucul suatu
pemikiran yaitumengenai persepsi yang baik atas efektisitaslayanan perpajakan yang

dapat mempengaruhisikap Wajib Pajak Orang Pribadi dalammembayar pajak.

2. Pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan

membayar pajak.
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Variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kemauan membayar pajak.Hal ini dapat dilihat dari hasil uji
statistik t dimana signifikansi yang didapat adalah 0,018 dan nilai t hitung yang lebih
besar dari t tabel yaitu sebesar 2,416(2,416> 1,984). Hal ini berarti Hal diterima
sehingga dapat dikatakan bahwa Pengetahuan tentang peraturan  perpajakan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar pajak karena tingkat
signifikasi yang dimiliki adalah < 0,05 (0,018 < 0,05) dan nilai thitung > 1,984
(2,416> 1,984).

Berdasarkan hasil yang telah didapat, variabel pengetahuan tentang peraturan
perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan membayar
pajak.Artinya dengan adanya pengetahuan tentang peraturan perpajakan dari para
wajib pajak semakin menambah tingkat kemauan membayar pajak. Hal ini dapat
dimengerti, karena semakin seseorang tau dan paham tentang peraturan perpajakan,
tingkat kemauan membayar pajaknya akan lebih tinggi dari wajib pajak yang tidak
mempunyai pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Wajib pajak dengan
pengetahuan tentang peraturan perpajakan akan lebih paham tentang konsekuensi
apabila ia tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kemauan
membayar pajak sudah pasti akan meningkat.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Popy Putri Violita(2015) dimana variabel Pengetahuan tentang peraturan perpajakan
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keamauan membayar pajak para

wajib pajak. Hasil ini dapat dimengerti karena tingkat pengetahuan tentang peraturan
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perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak sudah cukup baik, sehinga dapat
berpengaruh terhadap tingkat kemauan membayar pajak yang dimiliki oleh wajib

pajak.

3. Pengaruh fasilitas sunset policy terhadap kemauan membayar pajak.

Variabel fasilitas sunset policy berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kemauan membayar pajak.Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik t dimana
signifikansi yang didapat adalah 0,000 dan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel
yaitu sebesar 3,898 (3,898> 1,984). Hal ini berarti Hal diterima sehingga dapat
dikatakan bahwa Fasilitas sunset policy berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kemauan membayar pajak karena tingkat signifikasi yang dimiliki adalah < 0,05
(0,000< 0,05) dan nilai thitung > 1,984 (3,989> 1,984).

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 4.14, variabel Fasilitas sunset
policy berpengaruh positif signifikan terhadap Kemauan membayar pajak.Hasil ini
dapat dimengerti karena wajib pajak merespon fasilitas sunset policy dengan sangat
baik, para wajib pajak merasa mau membayar pajak apabila jumlah pajak yang harus
dibayar tidak memberatkan atau menyulitkanwajib pajak.Sunset Policy yang
merupakan penghapusan sanksi admintrasi,diharapkan dapat mengurangi utang pajak
dan tidak menyulitkan wajib pajak yangingin memenuhi kewajiban perpajakannya
dengan benar.Sunset policymenawarkan keringanan utang pajak, sunset policy juga
mewarkan kemudahanbagi wajib pajak baru yang ingin mendaftarkan diri untuk

memperoleh NPWP.Pelaksanaan sunset policy memberikan isyarat secara umum
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bahwasistem perpajakan telah diperbaharui dan lebih baik dari sistem
perpajakansebelumnya. Melihat dari respon baik yang diberikan, Fasilitas sunset
policy ini diharapkan akan terjadi lagi guna mengangkat potensi penerimaan sektor

perpajakan di Indonesia.



BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Persepsi atas efektivitas
sistem perpajakan, Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, serta Fasilitas sunset
policy terhadap Kemauan membayar pajak.Responden penelitian ini berjumlah 100
orang Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada wilayah KPP Pratama Bogor.
Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan
terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, berpengaruh terhadap
Kemauan membayar pajak. Terdapat pengaruh positif signifikan antara
Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X1) terhadap Kemauan
membayar pajak (Y), hal ini menunjukan bahwa telah terbentuk sebuah
persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan yang ada yang telah
memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
yang pada akhirnya menimbulkan kemauan membayar pajak dalam diri

wajib pajak.

104
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2. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap
Kemauan membayar pajak. Terdapat pengaruh positif signifikan antara
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2) terhadap Kemauan
membayar pajak (Y), hal ini menunjukan bahwa semakin baiknya
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak,
semakin tinggi pula kemauan membayar pajaknya.

3. Fasilitas sunset policy berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
Terdapat pengaruh positif signifikan antara Fasilitas sunset policy (X3)
terhadap Kemauan membayar pajak (YY), hal ini menunjukan bahwa
diadakannya fasilitas sunset policy disambut denga positif oleh para wajib

pajak dengan meningkatnya tingkat kemauan membayar pajak.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, menunjukkan bahwa variabel persepsi
atasefektifitas sistem perpajakan, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan
fasilitas sunset policy berpengaruh secarasignifikan terhadap kemauan untuk
membayar pajak para wajib pajak. Terdapat implikasi penelitian yang dapat diambil

dari penelitian ini, diantaranya adalah :
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada pihak
terkait yang senantiasa dihadapkan pada usaha ekstensifikasi dan
intensifikasi pajak. Saat ini sistem perpajakan yang baru sudah berbasis

internet sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan
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kewajiban perpajakannya. Wajib pajak hanya perlu membuka situs Ditjen
Pajak untuk memperoleh informasi mengenai perpajakan. Untuk
pembayaran pajaknya sendiri sudah bisa melalui layanan e-banking
sehingga memudahkan wajib pajak. Dalam pelaporan SPTpun sudah
menjadi lebih efektif dengan adanya e-SPT, wajib pajak tidak perlu lagi
datang ke kantor pajak. Untuk mengetahui peraturan perpajakan terbaru
dan pendaftaran NPWP dapat dengan mudah dilakukan melalui website
pajak, hal ini disambut baik oleh para wajib pajak yang menyebabkan
timbulnya persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan yang ada
saat ini.

. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan sangat penting bagi wajib
pajak, karena dengan adanya pengetahuan tentang peraturan perpajakan
maka akan semakin meningkatkan kemauan membayar pajak para wajib
pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, wajib
pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT
dan membayar pajak sehingga dapat menghambat wajib pajak itu sendiri
untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu pengetahuan
tentang peraturan perpajakan sangat berdampak bagi kemauan untuk
membayar pajak para wajib pajak.pengetahuan pajak bisa didapatkan
melalui media elektronik maupun media massa. Saat ini sudah sangat
mudah mendapatkan informasi tentang perpajakan dan undang-undang

tentang perpajakan.
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C. Saran
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Fasilitas sunset policy merupakan inovasi yang baik yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dimana fasilitas penghapusan sanksi
administrasi pajak ini mendapat respon yang sangat positif dari para wajib
pajak entah itu wajib pajak lama maupun wajib pajak baru yang ingin
memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak menyambut dengan
baik adanya fasilitas ini terbukti dari peningkatan tingkat kemauan
membayar pajak dari para wajib pajak yang tentunya akan sangat
menguntungkan bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dengan
respon yang diberikan oleh para wajib pajak ini, Fasilitas sunset policy
diharapkan akan terjadi lagi guna mengangkat potensi penerimaan sektor

perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran-saran yang dapat diberikan

adalah sebagai berikut:

1.

Penelitian selanjutnya

Diharapkan bisa menambahkan jumlah variabel independen yang dapat
mempengaruhi kemauan membayar pajak, seperti pelayanan fiskus dan
modernisasi sistem perpajakan.Karena terdapat beberapa referensi yang
cukup mendukung untuk menggunakan variabel pelayanan fiskus dan
modernisasi sistem perpajakan sebagai variabel independen dari kemauan

membayar pajak.Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas
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objek peneltian serta meneliti daerah lain yang belum pernah ada
penelitian seperti ini.
. KPP Pratama Bogor
Diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan sehingga dapat
juga meningkatkan kemauan membayar pajak para wajib pajak yang

terdaftar di KPP Pratama Bogor.

. Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat melakukan beberapa penyempurnaan sistem
perpajakan sehingga para wajib pajak akan lebih dimudahkan dalam
proses pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selain itu pemerintah juga
diharapkan untuk memberikan kembali fasilitas seperti fasilitas sunset
policy ini guna lebih meningkatkan penerimaan negara dari sektor

perpajakan.
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Dengan ini menyatakan benar adanya bahwa anak didik saudara tersebut telah melakukan
pengambilan Quisioner di KPP Pratama Bogor untuk memenuhi Syarat dalam pembuatan
Skripsi dengan Judul “Pengaruh Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan,
Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan, Serta Sunset Policy Terhadap Kemauan
Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bogor”.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Kepala Kantor
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Lampiran 3 : Kuesioner Penelitian

PENGARUH PERSEPSI ATAS
EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN,
PENGETAHUAN TENTANG
PERATURAN PERPAJAKAN, SERTA
FASILITAS SUNSET POLICY TERHADAP
KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK

Kepada Yth,
Bapak/Ibu/Saudara/i Responden
Ditempat

Dengan Hormat,

Bersama surat ini, saya mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta yang saat ini sedang melakukan penelitian dalam rangka tugas akhir (Skripsi).

Nama : Muhammad Reza
No Reg ; 8335123538

Dalam Penyusunan Skripsi ini, saya berharap Bapak/Ibu/Saudara/i Responden
berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner yang saya lampirkan sehubungan
dengan surat ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila telah mengganggu waktu bekerja
Bapak/Ibu/Saudara/i Responden.

Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian. Saya
menjamin kerahasiaan identitas dan seluruh jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i Responden.Saya
juga mohon maaf apabila anda tidak berkenan dengan kuesioner ini, atas perhatian dan kerja
samanya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Muhammad Reza

Peneliti
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IDENTITAS RESPONDEN

Beri tanda check list (\ ) pada identitas pengenal Bapak/Ibu/Saudara/l

1. Nama e (Boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin : o Laki-laki

o Perempuan

3. Umur : o 20-24

o 25-34

o >35 Tahun
4. Pendidikan Terakhir : o D3 o S1I o S2

o S3 o Lainnya
5. Pekerjaan : o Wiraswasta

o Pegawai Negeri

o Pegawai Swasta

Petunjuk pengisian untuk indicator (X1), (X2), (X3), dan (Y) adalah jawaban dapat
diberikan dengan member tanda check list ( V ) pada salah satu kolom sebagai jawaban ,
sesuai dengan kondisi yang Bapak/lbu/Saudara/l rasakan, yaitu :

SS = Sangat Setuju
S = Setuju

R = Ragu-ragu
TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju
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DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN
1. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan

“ Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merujuk kepada kepercayaan
wajib pajak bahwa sistem pajak yang ada sudah efektif dan membantu para wajib
pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. *

No Pertanyaan STS | TS | R S SS
1 Pembayaran pajak melalui e-banking mudah, aman, dan
terpercaya
2 Pelaporan SPT melalui e-SPT dan e-Filling sangat efektif
3 Penyampaian SPT melalui dropbox dapat dilakukan dimana
saja dan memudahkan wajib pajak
4 Pendaftaran NPWP melalui e-registration dari website pajak
memudahkan wajib pajak
5 Peraturan pajak terbaru dapat diupdate melalui internet dengan
mudah dan cepat
6 Sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil terhadap semua

subjek pajak

2. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan

“ Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam
mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-
undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi

%3

kehidupan mereka.

No Pertanyaan STS | TS | R S SS
1 Wiaijib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan
diri untuk memperoleh NPWP
2 Waijib pajak mengetahui sanksi pajak
3 Wajib pajak mengetahui tentang PKP dan PTKP
4 Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan diperoleh
dari sosialisasi KPP
5 Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan diperoleh
dari training
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3. Fasilitas Sunset Policy

“ Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak
berupa bunga yang diluncurkan dengan dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK.03/2015 yang ditandatangani pada tanggal 30 April 2015. Direktur
Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan
sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya
(www.pajak.go.id).

Pemanfaatan fasilitas Sunset Policy STS| TS| R S

SS

Penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum
memiliki NPWP merupakan bagian dari program sunset policy

Penghapusan sanksi administrasi atas penyampaian dan
pembetulan SPT akan meningkatkan kemauan wajib pajak
dalam perpajakan.

Sunset Policy memberikan keringanan utang pajak tidak hanya
kepada wajib pajak lama tetapi juga pada wajib pajak baru

Penghapusan sanksi administrasi bagi Wajib pajak baru yang
belum memiliki NPWP dapat terhindar dari sanksi perpajakan

Sunset policy dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan
pendapatan pajak yang tertunda secara optimal

Pengampunan Pajak atas pajak penghasilan (PPh) dapat
meningkatkan kemauan wajib pajak dalam menjalankan
kewajibannya lebih lanjut.

4. Kemauan Membayar Pajak

“Kemauan membayar pajak adalah suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh
seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi)
secara langsung

No Kemauan membayar pajak STS| TS| R

SS

1 Wajib pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang
memahami tentang peraturan perpajakan

2 Wajib pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk
membayar pajak

3 Wajib pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan
cara pembayaran pajak




118

4 | Wajib pajak berusaha mencari informasi mengenai batas waktu
pembayaran pajak
5 Wiajib pajak mengalokasikan dana khusus untuk membayar
pajak
6 Wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk
mendapatkan NPWP
7 Wiaijib pajak menyampaikan SPT atas kemauan dan keinginan

sendiri

Sumber : Data diolah peneliti, berdasarkan indikator yang terdapat di Bab IlI.




Lampiran 4 : Hasil Uji Validitas

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X1)

Correlations
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X1.1 | X1.2 | X1.3 | X1.4 | X1.5 | X1.6 | X1.7 | X1.8 | XTOTAL
X1.1 Pearson
Correlation 1| ,255| ,369 | ,435| ,519" | 547" | ,404 | ,292 833"
Sig. (2-tailed)
278 | ,209 | ,055| ,019| ,012| ,078| ,212 ,000
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
X1.2 Pearson
Correlation 255 1| ,a52| ,2118| 77| -173| ,386 | 0,000 ,384
Sig. (2-tailed
9. ( ) 278 521 | ,621| 454 | ,466 | ,093 | 1,000 ,005
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
X1.3 Pearson
Correlation 369 | ,152 1| ,353| ,426| ,384| ,178 | 0,000 600"
Sig. (2-tailed
g- ( ) 109 | 521 127 | ,061| ,095 | ,452 | 1,000 ,005
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
X1.4 Pearson
Correlation 435 | ,118 | ,353 1| ,348 | ,560° | ,362 | 0,000 686"
Sig. (2-tailed
g- ( ) 055 | 621 | 127 133 | ,010 | ,117 | 1,000 ,001
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
X1.5 Pearson
Correlation 519 | 177 | 426 | 348 1| ,195]| ,192 | ,296 684"
Sig. (2-tailed
g- ( ) 019 | ,454 | ,061| ,133 411 | 418 | ,204 ,001
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
X1.6 Pearson
Correlation 547" | -173 | ,384 | 560" | ,195 1| ,117| ,150 617"
Sig. (2-tailed
g ( ) 012 | 466 | ,095| ,010]| ,411 623 | 528 ,004
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
X1.7 Pearson
Correlation 404 | 386 | ,178| ,362| ,192 | ,117 1| -,089 535
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Sig. (2-tailed)
078 | ,0903| 452 | ,117| ,418| ,623 ,708 ,015
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
X1.8 Pearson
Correlation ,292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ,296 | ,150 | -,089 1 ,336
Sig. (2-tailed)
,212 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ,204 | ,528 | ,708 ,148
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
XTOTAL Pearson
Correlation 833" | ,384 | ,600" | 686 | 684" | 617 | ,535 | ,336 1
Sig. (2-tailed)
,000| ,095| ,005| ,001| ,001| ,004 | ,015| ,148
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
*_Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2)
Correlations
X2.1 | X2.2 | X2.3 | X2.4 | X2.5 | X2.6 | XTOTAL
X2.1 Pearson Correlation
1| 249 | 341 | 451" | 5817 | ,411 777
Sig. (2-tailed)
,291 | ,142 | ,046 | ,007 | ,072 ,000
N 20 20 20 20 20 20 20
X2.2 Pearson Correlation
249 11-053| ,486° | ,195| ,341 536"
Sig. (2-tailed)
,291 826 | ,030 | 411 | ,142 ,015
N 20 20 20 20 20 20 20
X2.3 Pearson Correlation
,341 | -,053 1] -096 | ,195| ,341 ,396
Sig. (2-tailed)
142 | ,826 ,689 | 411 | 142 ,084
N 20 20 20 20 20 20 20
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X2.4 Pearson Correlation
451" | 486" | -,096 1| 516" | ,374 724"
Sig. (2-tailed)
,046 | ,030 | ,689 ,020 | ,105 ,000
N 20 20 20 20 20 20 20
X2.5 Pearson Correlation
5817 | 195 | ,195 | 516 1| ,369 762"
Sig. (2-tailed)
,007 | 411 | ,411| ,020 ,109 ,000
N 20 20 20 20 20 20 20
X2.6 Pearson Correlation
411 | 341 | 341 | ,374| ,369 1 718"
Sig. (2-tailed)
072 | 142 | ,142| ,105| ,109 ,000
N 20 20 20 20 20 20 20
XTOTAL Pearson Correlation
777" | 536" | ,396 | , 724" | ;762" | ;718" 1
Sig. (2-tailed)
,000 | ,015| ,084 | ,000 | ,000 | ,000
N 20 20 20 20 20 20 20
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Fasilitas sunset policy
Correlations
X3.1 | X3.2 | X33 | X3.4 | X35 | X3.6 | X3.7 | X3.8 | XTOTAL
X3.1 Pearson
Correlation 369 | ,255 | ,311| ,519" | 547" | ,112 | ,758" 833"
Sig. (2-tailed)
,109 | ,278 | ,183 | ,019 | ,012| ,639 | ,000 ,000
N 20 20 20 20 20 20 20 20
X3.2 Pearson
Correlation 369 1| ,152 | -,039 | ,426 | ,384 | ,141 | 464 583"
Sig. (2-tailed)
,109 521 | ,869 | ,061| ,095| ,554 | ,039 ,007
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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X3.3 Pearson
Correlation 255 | 152 1| ,223| ,a77|-173| -172 | ,226 332
Sig. (2-tailed)
278 | 521 345 | 454 | 466 | ,467 | ,338 ,153
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
X3.4 Pearson
Correlation 311 | -,039 | ,223 1| 278 | ,152 | 5817 | ,233 588"
Sig. (2-tailed)
183 | ,869 | ,345 236 | 524 | ,007| ,323 ,006
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
X3.5 Pearson
Correlation 519" | 426 | 177 | ,278 1] ,295| ,101| 471 675"
Sig. (2-tailed)
019 | ,061| ,454| ,236 411 | 672 | ,036 ,001
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
X3.6 Pearson
Correlation 547" | 384 | -173| ,152| ,195 1| ,160 | ,217 534"
Sig. (2-tailed)
012 | ,095 | ,466 | ,524 | ,411 501 | ,359 015
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
X3.7 Pearson
Correlation 112 | 141 | -172 | 5817 | ,101 | ,160 1| 147 433
Sig. (2-tailed)
639 | 554 | 467 | ,007 | ,672| ,501 535 ,056
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
X3.8 Pearson
Correlation 758" | 464 | 226 | 233 | 471" | 217 | 147 1 751"
Sig. (2-tailed)
,000 | ,039| ,338| ,323| ,036| ,359 | ,535 ,000
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20
XTOTAL Pearson
Correlation 8337 | 583" | ,332 | 588" | 675 | ,534" | ,433 | ,751" 1
Sig. (2-tailed)
,000 | ,007 | ,153| ,006 | ,001| ,015| ,056 | ,000
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Kemauan membayar pajak ()

Correlations
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YTOTA
Y1 | Y2 | Y3 | Y4 |Y5]|Y6]|Y7]| VY8 ]| YO L
Y.l Pearson 0.00
Correlation : ,15 -
1| ,296 | ,150 | ,073 o | 294 2| 229 503 ,389
Sig. (2-tailed
9-( ) 204 | 528 | 758 1'08 209 '5é 332 | 392| 090
N 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20 20
Y.2 Pearson
Correlation 206 | 1,105 441 | 348 | 278 | O7 | 271 | 038 | 613"
Sig. (2-tailed) 75
204 411|052 | 133 | 236 | 2| 247 | 875 ,004
N 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20 20
Y.3 Pearson
Correlation 150 | ,195 1] 234 | 20| 15| 15| 515 | 609"
9 ,057
Sig. (2-tailed) 50
528 | 411 320 | 010 | 524 | °, | 020 | ;811 ,004
N 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20 20
Y.4 Pearson
Correlation 073 | 441 | 234 1| ,203 | ,164 '3g ATQ 1 ST8 | 7077
Sig. (2-tailed) 10
758 | ,052 | ,320 389 | 488 | "5 | 036 | ,008 ,000
N 20 20 20 20 20| 20| 20 20 20 20
Y.5 Pearson 0.00 560 1
Correlation ) 20y R ) *
o | 1348 203 1 o7 s | 260 | 194 526
Sig. (2-tailed
g- ( ) 1’08 133 | ,010 | ,389 743 '63 268 | 412 ,017
N 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20 20
Y.6 Pearson
Correlation 294 | 278 | 152 | ,164 N 1| L] 022 093| 512
,078 6
Sig. (2-tailed) 02
209 | 236 | ,524 | ,488 | ,743 "o | 925 | 697 ,021
N 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20| 20 20
Y.7 Pearson
Correlation 154 | 074 | 159 | 375 | 115 | °18 1| ,187 | ,097 | 561
Sig. (2-tailed)
518 | ,756 | ,504 | ,103 | ,630 | ,020 429 | 683 ,010
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N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Y.8 Pearson
Correlation 220 | 271 | P2 A0 260 | 022 | 8| 1 " | 606"
7 ,077
Sig. (2-tailed) 42
332 | ,247 | ,020 | ,036 | ,268 | ,925 ! 9 , 746 ,005
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Y.9 Pearson 576 09
Correlation R RS ' -
203 ,038 057 , 194 | ,093 7| 077 1 312
Sig. (2-tailed) 68
392 | ,875 | ,811 | ,008 | ,412 | ,697 ! 3 , 746 ,180
N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
YTOTA Pearson
L Correlation 3g9 | 613 | 609 | 727 | 526 | 512 ,51§ 608 | 315 1
Sig. (2-tailed) o1
,090 | ,004 | ,004 | ,000 | ,017 | ,021 ! 0 ,005 | ,180
N 20| 20| 20| 20 20| 20| 20| 20| 20 20

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed).

*_Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed).
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Lampiran 5 : Hasil uji reliabilitas
Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's N of
Alpha Items

, 738 8

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's N of
Alpha Items

, 745 6

Fasilitas Sunset policy (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's N of
Alpha Items

744 8

Kemauan membayar pajak ()

Reliability Statistics

Cronbach's N of
Alpha Iltems

,708 9
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Lampiran 6 : Data pengolahan kuesioner

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X1)

X1.TOTAL

25
23
22
22
25
28
25

30
24
25
26
23

28
24
23
23

30
24
24
30
24
24
24
26
26
13
24
24
22
23

24

JAWABAN PERTANYAAN KE

X1.6

X1.5

X1.4

X1.3

X1.2

RESPONDEN | X1.1

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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27
27
26
26
24
24
24
25
26
23
30
30
24
27
30
26
26
22

21

20
26
23
23
27
28
29
25
25
22
25
20
24
24
30
24
23

32

33

34
35

36
37

38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52

53

54
55

56
57

58
59
60
61

62

63

64
65

66

67
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24
22
24
24
24
24
30
30
30
24
28
26
20
30
24
25
26
19
30
30
30
25
24
24
25
24
26
28
21

20
18
23
23

68
69
70
71

72

73

74
75

76
77
78
79
80
81

82

83

84
85

86

87

88
89
90
91

92

93

94
95

96
97
98
99
100
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Pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2)

X2.TOTAL

18
20
19
18
20
18
22

21

25

23

23

25

19
22

23

20
18
25

25

18
17
20
19
15
23

19
21

21

25

19
20
22

JAWABAN PERTANYAAN KE

X2.2

X2.5

X2.4

X2.3

X2.1

RESPONDEN

10
11
12
13

14
15

16
17
18
19
20
21

22
23

24
25

26
27
28
29
30
31

32
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20
22

20
23

22

22

19
20
23

25

22

22

22

23

22

20
22

16
20
23

22

21

19
20
22

22

18
19
19
22

20
19
24
23

21

20

33

34
35

36
37

38
39

40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52

53

54
55

56
57
58
59
60
61

62

63

64
65

66

67

68
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18
20
24
22

22

22

22

21

21

20
20
21

21

20
23

24
20
20
22

20
20
23

18
20
22

20
22

19
17
20
16
21

69
70

71

72

73

74
75

76
77
78
79
80
81

82

83

84
85

86

87

88
89
90
91

92

93

94
95

96
97

98

99
100
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Fasilitas sunset policy (X3)

X3.TOTAL

24
24
29
26
24
28
22

25

24
23

24
28
24
25

23

24
28
25

24
29
26
30
28
25

25

24
24
24
27
24
28
22

JAWABAN PERTANYAAN KE

X3.6

X3.5

X3.4

X3.3

X3.2

X3.1

RESPONDEN

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

20
21

22
23

24
25

26
27
28
29
30
31

32
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25

25

27

21

27

23

26

24
25

28
24
30
22

26

27

24
25

25

24
24
27

23

23

26

26

22

24
28
23

23

24
22

25

25

26

20

33

34
35

36
37

38
39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52

53

54
55

56
57
58
59
60
61

62

63

64
65

66

67

68
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18
22

25

25

24
24
23

27

24
24
24
22

23

24
25

28
26

28
28
28
27

25

27
27

25

25

27

24
22

23

24
25

69
70

71

72

73

74
75

76
77
78
79
80
81

82

83

84
85

86

87

88
89
90
91

92

93

94
95

96
97

98
99

100
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Kemauan membayar pajak ()

Y.TOTAL

27
24
28
29
31

30
24
28
29
31

28
34
31

22
31

31

34
25
26
30
28
35
25
28
26
23
24
27
28
26
32
28

JAWABAN PERTANYAAN KE

Y.7

Y.6

Y.5

Y.4

Y.3

Y.2

Y.l

RESPONDEN

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32
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25
28
28
27
27
30
25
28
27
31

29
30
34
33
32
23

30
33
23

34
33

29
22
32
31

29
26
27
29
25
28
28
32
28
26
20

33
34

35

36
37
38

39
40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59

60
61

62
63
64
65
66
67

68
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21

24
32
27
28
30
25
28
31

28
28
27
23
28
30
31

27
26
32
26
26
28
26
26
27
30
29
23
26
22
23
30

69
70
71

72
73
74
75

76
77
78
79
80
81

82

83
84

85

86
87
88
89
90
91

92

93
94

95

96
97
98
99

100
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Lampiran 7 : Kartu konsultasi pembimbingan penulisan skripsi
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! ,\.J:“.... UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
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Kaapus Univeoitio Noger
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8¢
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